Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. A. Yani Timur No. 37 Telp. (0355) 320098
e-mail : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 2% September 2021

. 065/ \0F /205/2021 Kepada
. Segera Yth. Sdr. Kepala Bagian
. 1 (satu) berkas Organisasi Setda
. Penyusunan SP, SOP, Maklumat Kabupaten Tulungagung
Pelayanan, dan SKM Di
TULUNGAGUNG

Mencukupi surat Saudara tanggal 8 September 2021
Nomor:065/846/033/2021 perihal himbauan perbaikan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik, bersama ini kami kirimkan
penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur
(SOP), Maklumat Pelayanan, dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) melalui email tatalaksanayanblik@gmail.com.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

DAPATAN DAERAH
ULUNGAGUNG




STANDAR PELAYANAN

NO VARIABEL NO/TGL/THN SK INDIKATOR ADA/ TIDAK
STANDAR ADA
PELAYANAN
1. | Standar Pelayanan A Nomor: Persyaratan ADA
Publik 188.45/705/205/2021 | Sistem, Mekanisme, dan ADA
Tanggal: Prosedur
5 Agustus 2021 Produk Pelayanan ADA
Jangka Waktu ADA
Penyelesaian
Biaya/Tarif ADA
2. | Maklumat Layanan | Nomor: Ketersediaan Maklumat ADA
188.45/12/205/2021 | Layanan
Tanggal:
5 Januari 2021
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
NO TAHUN NILAI PELAKSANAAN KETERANGAN
PEMBUATAN SURVEY
1. | 2020 84,44 15 -30 Oktober 2020 | SKM Tahun 2021 belum

akhir tahun.

dibuat, karena pelaksanaan
Survey baru dilakukan pada

NIP."19650810 19

403 2 009




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. A. Yani Timur No. 37 Telp/Fax. 0355 - 320098
e-mail : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR :188.45/ /2 /205/2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

r
Menimbang . a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung maka
perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat
pelayanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a
dan b, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Mengingat » 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik; .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2019
tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulungagung;

10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Kabupaten Tulungagung;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Maklumat Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulungagung

Menetepakan Maklumat Pelayanan sebagai berikut;

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
ditetapkan.

Menghormati hak masing-masing Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
Memberikan penjelasan yang benar, tepat sesuai dengan kebutuhan.
Tidak mendiskriminasikan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
Menerima sanksi apabila tidak sesuai kriteria.

Melayani masyarakat dengan 5 — S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan
Santun)

onbwnN

Sanksi pelayanan yang diberikan apabila telah terbukti terdapat

ketidaksesuaian standar pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu dapat

berupa dan tidak terbatas pada hal-hal berikut ini :

1. Permintaan maaf serta penjelasan secara tertulis kepada pengguna
jasa;

2. Perbaikan ketidaksesuaian standar pelayanan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, seluruh jajaran pelaksana
pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung waijib

memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Tulungagung
pada tanggal ©% Januari 2021




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. A. Yani Timur No. 37 Telp/Fax. 0355 - 320098

e-mail : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR :188.45/ Jof /205/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang . a. bahwa standar pelayanan F:ajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
salah satu jenis pelayanan yang berhak diperoleh setiap wajib pajak dan
retribusi secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk
menigkatkan pendapatan asli daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada
huruf @ dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pelayanan Publik

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2019
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulungagung;

9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Kabupaten Tulungagung;

\\



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan mempunyai fungsi dan tujuan:

a. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan public;

¢. Memberikan kepastian hukum melalui legalitas pelayanan.

Standar Pelayanan Minimum berisi:

. Visi, Misi, dan Moto Pelayanan;

. Maklumat Pelayanan;

Tugas dan Fungsi;

. Standar Pelayanan;

. Dasar Hukum Pelayanan;

Jenis-jenis Pelayanan;

. Persyaratan Pelayanan;

. Biaya/Tarif

Waktu Penyelesaian Pelayanan;

Spesifikasi Produk / Hasil Layanan;

Mekanisme Pelayanan;

T O "0 an oo

—
-

=

|. Sarana dan Prasarana;
m. Penyelesaian Penanganan Pengaduan.
Standar Pelayanan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (Official
Assessment) terdiri atas:
a) Pajak Reklame
b) Pajak Air Tanah;
¢) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh
Wajib Pajak (Self Assessment) terdiri atas:
a) Pajak Hotel;
b) Pajak Restoran;
c) Pajak Hiburan;
d) Pajak Penerangan Jalan;
e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
f) Pajak Parkir; dan
g) Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.



KELIMA

3. Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Usaha untuk Pemakaian Kekayaan Daerah

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Tulungagung
pada tanggal 05 Agustus 2021

W PRNDAPATAN DAERAH
NFE UNGAGUNG

NIR 19650810 199403 2 009



Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulungagung

Nomor : 188.45/ 7105 /205/2021

Tanggal : 05 Agustus 2021

1. PENDAHULUAN
e VISI: Profesional dan handal dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
« MISI:
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang pelayanan
- Tercukupinya fasilitas, sarana, dan prasarana pelayanan
- Mengembangkan sistem pelayanan berbasis informasi teknologi
e MOTTO: “Kepuasan Anda Adalah Kebanggaan Kami”
* MAKLUMAT PELAYANAN
Dengan ini menyatakan:
- Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan
- Menghormati hak masing-masing Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi
- Memberikan penjelasan yang benar, tepat sesuai dengan kebutuhan
- Tidak mendeskriminasi Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi
- Menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan kriteria
- Melayani masyarakat dengan 5-S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
« TUGAS DAN FUNGSI
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan
fungsi penunjang urusan Pemerintah bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas yang
dimaksud Bapenda menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang PAD;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan
di bidang PAD;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan
oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinann

penyelenggaraan, aparat pengawas dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.




Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan diharapkan masyarakat bisa mengetahui mekanisme
dan prosedur pelayanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang
pada akhirnya bisa berpartisipasi dalam meberikan kritik dan saran terhadap pelayanan yang

dilaksanakan.

Ditetapkan di  Tulungagung
pada tanggal o5 Agustus 2021

N UNGAGUNG
/N

PATA




Jenis Pelayanan : Permohonan Pendaftaran Objek Baru

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 900/ 705 /205/2021

NO

UNSUR

STANDAR PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah '

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 |
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah |
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten'
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang

| Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

| Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual |
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan |
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.1 / DPD.PBB
1A
a. Untuk Perorangan / WP Badan :
Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;
Foto Copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas
lainnya dari wajib pajak;
| - SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas,
i benar dan lengkap serta ditanda tangani;
- Foto Copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti
pendukung lainnya mengenai pemilikan /
| penguasaan atas tanah dan/atau bangunan; |
- Foto copy SPPT PBB P2 sekitarnya dalam satu blok
sebagal pembanding.

b. Untuk Kolektif:
SPOP Kolektif (untuk tanah) dan Lampiran SPOP
Kolektif (untuk bangunan) yang ditanda tangani
Kepala Desa / Lurah disertai Surat Kuasa
bermaterai dengan alasan yang jelas dari wajib
pajak;
: - Sket lokasi objek pajak yang didaftarkan, termasuk
I objek pajak lain (yang telah dikenakan PBB P2 yang
berada disekitarnya, lengkap dengan NOP-nya;
SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani;
Foto copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti




pendukung lainnya mengenai pemilikan/penguasaan
atas tanah/bangunan;

- Foto copy SPPT PBB P2 sekitarnya dalam satu blok
sebagai pembanding.

3. Sistem 1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Mekanisme dan Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
Prosedur meneliti kelengkapan persyaratannya

2. Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengembangan PAD diteruskan ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk dilakukan proses
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan

4. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
melakukan penelitian lapangan dan membuat berita
acara hasil penelitian.

5. Kepala Bidang Pengembangan PAD meneliti dan
menandatangani berita acara penelitian lapangan
selanjutnya dikembalikan ke Sub Bidang Penetapan dan
Pemeriksaan untuk selanjutnya diteruskan ke UPT
Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.

6. Sub Bidang Penetapan dan pemeriksaan mengarahkan
ke UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk
melakukan entry data, pencetakan SPPT, DHKP.

7. Hasil entry data, pencetakan SPPT, DHKP diarahkan ke
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk diperiksa
oleh Kepala Bidang Pengembangan PAD.

8. Kepala Bidang Pengembangan PAD memeriksa hasil
entry data dan diarahkan kembali ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk disediakan ke
Kepala Badan melalui Sub Bag Umum dan Keuangan.

9. Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan hasil entry
data ke Kepala Badan untuk diteliti dan ditandatangani.

10. Kepala Badan meneliti dan menandatangan SPPT
setelah itu diarahkan ke Sub Bag Umum dan keuangan
untuk didistribusikan ke Bidang Pengembangan PAD.

11. Subbag Umum dan keuangan menyampaikan berkas ke
Bidang Pengembangan PAD dan diteruskan ke Sub
Bidang Penetapan dan Pemeriksaan.

12. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan diarahkan ke
UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk
menyampaikan SPPT Obyek baru ke Wajib Pajak.

4. Waktu Pelayanan | Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB




5. Jangka  Waktu | 8 Jam
Pelayanan
6. Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
T Produk SPPT
Pelayanan
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung
b. Surat
c. Faximili
d. Email
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :
a. Ruang Pengaduan
b. Kotak saran
c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer
9. Saran dan | 1. Ruang Pelayanan
prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Jaringan Wifi
10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)
2. Menguasai Standar Operasional Prosedur
3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan komputer
9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan
12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office
3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang
13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai




Pelayanan

dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14.

Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan

;2

Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor

Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
sehingga dijamin keasliannya

Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, % Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN

BADAN PENDA
DAgRA

P. 19650810 199403 2 009




PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

(VERIFIKASI LAPANGAN )
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN UPT PELAYANAN PBB P2 SUBAG UMUM & KABID PENGEMBANGAN 8 Me WAKTU KERJIA KETERANGAN
WAIB PAJAK SEKRETARIS BADAN PENETAPAN & KEPALA BADAN KELENGKAPAN ouTPUT
& BPHTE KEUANGAN PAD (1AM
PEMERIKSAAN
Wajib Pajok mengajukan permohonan melalui
UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB di Badan
Pendapatan Daerah.
I SEDIAN — > W I
1uﬂm pormohonan diterima dari UPT I
| Pelayanan PBB P2 dan BPHTBE untuk disediakan Ballpoin 05 Berkas
ke Sekretaris Badan, untuk sefanjutnya Kertas
diteruskan kepada Kepala Badan.
L
Kepala Badan memberikan disposisi kepada DISPOSISI BERKAS .
Kepala Bidang Pengembangan PAD diteruskan BERKAS Lambar disposis)
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemer ksaan Kertas 025 Berkas dan Lembar
untuk dilakukan proses lebih lanjut sesual l Ballpoin Disposis
|dengan ketentuan. U




<. > Ballpoin
Sub Bidang Penctap I:.n P i untuk Kertas . Berita Acara
hei=s o Komputer penelitian
berita acara hasil penelitian. Printer
k.
Kepala Bidang Pengembangan PAD meneliti f I
dan menandatangani berita acara penelitian 0 o
laponn:\ “‘fﬂi‘““ﬂ &-I:unbauhn ke Sub PENELITIAN PENELITIAN Ballpoin 075 Berita Acara
!u‘!an‘; Funeten :m F S untuk LAPANGAN LAPANGAN Kertas penelitian
lutny Ko UPT Puloyymen 08 DANBA DAN BA
P2 dan BPHTB. SR
Sub Bidang P pan dan p rl(ompum SPPT
mengarahkan ke UPT Pelayanan PBB P2 dan PROSES Kertas - S
BPHTE untuk melakukan entry data, ENTRY DATA |Printer Uidate P
pencetakan SPPT, DHKP, Aplikasi data
Hasil entry data, pencetakan SPPT, DHKP
diarahkan ke Sub Bidang Penetapan dan Map 025 DHKP
Pemeriksaan untuk diperiksa oleh Kepala Kertas = it Pe
Bidang Pengembangan PAD. P
—
Kepala Bidang Pengembangan PAD HASIL ENTRY
hasil entry data dan diarahkan kembali ke Sub DATA Balpoin SPPT
Bidang P dan P 1k untuk Kertas 025 DHKP
disediakan ke Kepata Badan melalul Sub Bag Update Peta
Umum dan Keuangan, U.




SEDIAN HASIL I
ENTRY DATA

Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan
9 | hasil entry data ke Kepala Badan untuk diteliti
dan ditandatangani. | Map

Ballpoin
Kertas 0.25 Sedian

l Apabila nilai ketetapan SRPT
| diatas Rp. 2,000.000,- maka

Kepala Badan meneliti dan menandatangan Ballpoin memerlukan tanda tangan
10 SPPT setelgh itu diarshkan ke Sub Bag Umum HASIL TTD B TANDA Map 0.25 TTOSPPT basah Kepala Badan, apabila
dan b igan untuk didistribusikan ke Bidang ENTRY DATA Eariai nilai ketetapan SPPT
Pengembangan PAD. dibawah Rp. 2,000.000,-
maka cukup menggunakan
| stempel basah Kepala Badan
Subbag Umum dan keuangan menyampaikan
1 berkas ke Bidang Pﬂembangan PAD dan :iTUom“ ::all:oln 025 SPRT
diteruskan ke Sub Bidang Penetapan dan (it
Pemeriksaan. —  —

Sub Bidang P pan dan P il 1 SPPT ORJIEK Ballpoin
& jiarahkan ke UPT Pelay PBB P2 dan SELESAI | BARU — s Kertas 025 SPPT
BPHTB untuk menyampaikan SPPT Obyek baru Komputer

ke Wajib Pajak. Printer

JUMLAH WAKTU (HARI) |8 Jam

Catatan panting : Waktu Kerja hanyalah estimasi kotor untuk pemrosesan satu berkas permohonan saja. Dilam keadaan tertentu waktu pengerjaan bisa melebihi
seharifseminggu/sebulan (maksimal 3 bulan), terg g darl jenis p h b k kapasitas berkas p honan, komplek kasus, fe pemeriksaan,
ketersediaan pejabat yang menangani, dan jumlah jam kerja dalam sehari,




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Permohonan Mutasi

' NO

UNSUR

STANDAR PELAYANAN o

&

Dasar Hukum

1.

2

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 |
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah |

Kabupaten Tulungagung
Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Tulungagung

. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 t.s.'mangE

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

Persyaratan
Pelayanan

2A

Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.2 / DPD.PBB

a. Untuk Perorangan / WP Badan :

- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;

- Foto Copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas
lainnya dari wajib pajak;

- SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas
benar dan lengkap serta ditanda tangani;

- Asli SPPT/SKPD PBB P2 tahun pajak berkenaan;

- Foto Copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti |
pendukung lainnya mengenai pemilikan /|

penguasaan atas tanah dan/atau bangunan.

b. Untuk Kolektif:
- SPOP Kolektif (untuk tanah) dan Lampiran SPOP
Kolektif (untuk bangunan) yang ditanda tangani
Kepala Desa / Lurah disertai Surat Kuasa

bermaterai dengan alasan yang jelas dari wajib

pajak;
- Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan);
- Asli SPPT/SKPD/STP tahun pajak yang berkenaan;

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1.

Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya




10.

11.

12.

13.

14.

Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB- |
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengembangan PAD diteruskan ke Sub Bidang
Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan proses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan

Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan ke
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
dilakukan penelitian lapangan.

Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menerima
berkas dan melakukan pemeriksaan atas berkas periu
adanya verifikasi lapangan atau tidak, apabila tidak periu
verifikasi lapangan maka berkas dikiim ke Kepala
Bidang Pengembangan PAD

Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan melaksanakan |
verifikasi lapangan dan membuat berita acara hasil
verifikasi lapangan

Kepala Bidang Pengembangan PAD menandatatangani
berita acara verifikasi lapangan untuk diteruskan ke Sub
Bidang Penetapan dan Pemeriksaan

Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan mengarahkan
ke UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk dilakukan |
entry data, pencetakan SPPT, DHKP, dan Update data
peta

Hasil entry data, pencetakan SPPT, DHKP, dan Update
data peta dari UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB |
dikirim ke Sub Bidang Pendataan dan Penetapan !
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan memberikan |
hasil entry data, pencetakan SPPT, DHKP, dan Update
data peta dari UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB
untuk diperiksa Kepala Bidang Pengembangan PAD
setelah itu dikembalikan ke Sub Bidang Penetapan dan |
Pemeriksaan untuk disediakan ke Kepala Badan melalui
Sub Bag Umum dan Keuangan.

Sub Bag Umum dan Keuangan menerima berkas dari
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
disediakan ke Kepala Badan.

Kepala Badan meneliti dan menandatangani SPPT
setelah itu diarahkan ke Subbag Umum dan Keuangan
untuk didistribusikan ke Bidang Pengembangan PAD
Sub Bag Umum dan Keuangan mendistribusikan berkas
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
diteruskan ke UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.

UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima berkas
selesai dari Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan
untuk disampaikan ke Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :




Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB
Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB
5. Jangka  Waktu | 8 Jam 15 Menit
Pelayanan
6. Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
r Produk SPPT
Pelayanan
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung
b. Surat
c. Faximili
d. Email
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :
a. Ruang Pengaduan
b. Kotak saran
c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer
9. Saran dan | 1. Ruang Pelayanan
| prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Jaringan Wifi
10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)
2. Menguasai Standar Operasional Prosedur
3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan komputer
9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan
12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office




3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang

13.

Jaminan
Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14.

Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan

1

Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor

Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
sehingga dijamin keasliannya

Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, $ Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIP| 19650810 199403 2 009




PERMOHONAN MUTASI
( VERIFIKASI LAPANGAN )

PELAKSANA MUTU BAXU
No. KEGIATAN UPT PELAYANAN P38 P2 SUBAG UMUM & CABID PENGEMBANGAN | SUB BIDANG PENETAPAN SIRINDNING KETERANGAN
WAJIB PAIAK SEXRETARIS BADAN PENDATAAN E KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU KERIA [JAM) ouTPuT
& 8PHTB KEUANGAN PAD & PEMERIKSAAN
PENETAPAN
‘Waijib Pajak mengajukan permohonan malalui
1 |UPT Pelayanan P88 P2 dan BPHTS di Badan
Pendapatan Daerah
Berkas permoh dari UPT Pela 'I " - SEDIAN
i PEB P2 dan BPHTE untuk disediaksn ke ballpoin 0s
Sekretaris Badan, untuk velanjutnys diteruskan Nertas
|kepada Kepala Badan
I N VERIFIKASI
Kepala Badan membenkan disposisi kepada LAPANGAN
= - | Lembar disposisi
Kapsie Widong | = e | Kertas Berkas dan Lembar
3 |Sub Bidang Pendataan dan Penetapan uniuk | Baflpoin o Disposisl
dilakukan proses verifikasi lagangan sesual
dengan ketantuan
BERXAS
L. MUTASI QAN
MINTA DATA
[Kapala Bidang P B PAD meng Balipain
4 ke Subid Penetapan dan Pemeriksaan untuk Kertas a5 Data
dilakukan panelitian lapangan. Map




|5ub Bidang Penetapan dan Pemariksasn
manerima berkas dan melakukan pemeriksaan

5 [#tas berkas periu adanya verifikasi lapangen atau Baligoin 05 Barkas
tidak, apabile tidak periu verifikasi lapangan Kartas
maka berkas dikirim ke Kepala Bidang
Pengembangan PAD
Sub Bidang Penetapan dan Komputer Berita Acara verifik
6 [melaksanakan verifikasl lapangan dan memb Printer 3 hw
berita acare hasil verifikasl lapangan Kertay
Kepala Bidang Pengembangan PAD Ballpoin
M |menandatatangani benta scara verifikasi Kartas 0.28 Berita Acara verifikas
lapangan untuk diteruskan ke Sub Bidang Mag . lapangan
Penetapan dan Pemernicaan
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksasn Komputer SPPT
g |mengarahian ke UPT Setayanan P88 P2 dan Raa 2 DHKP
BPHTB untuk dilakukan entry data, pencetakan Lot Update Peta
SPPT, DHKP, dan Update data peta Aphicass deta
Hasil entry data, pencetakan SPPT, DHKP, dan Ballpoi
g Update data peta darl UPT Pelayanan PBB P2 dan mn 0.25 Berkas
| BPHTE dikirm ke Sub Midang Pendataan dan Map

Penetapan




D Apabita nitai ketetapan
Sub Bidang Penetapan dan Pemerkssan | |50PT diatas Rp. 2.000.000,-
memberikan hasil entry data, pencetakan SPPT, + maka memeriukan tanda
DHKP, dan Update data peta darl UPT Pelayanan Ballpoin |tangan basah Kepala Badan,
10 PBA P2 dan BPHTD untuk diperksa Kepala Bidang PERIKSA b | MENERIMA Kertas 0.2% Berkas | apabila nilal ketetapan
Pengembangan PAD setelah itu dikembaldan ke HASIL ENTRY | HASILENTRY Map |SPPT dibawsah Rp.
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk DATA DATA 2.000.000.- maka cukup
disediakan ke Kepala Sadan melalul Sub Bag menggunakan stempel
Umum dan Keuangan basah Lepala Badan
Balipoin
Sub Bag Umum dan Keuangan menenma berkas SEDIAN 035
11 (dari Sub Bidang Penetapan dan Pemaeriksasn o ek : et
untuk disediskan ke Kepala Badan, M
ot
i
Kepala Badan meneliti dan menandatangani | Balipoin
1 SPPT setelah itu diarahkan ke Subbag Umum dan L I—*/ TanpA Kertas 0 TVD 5PPT
UL ek ke SN — TANGAN [ [Map
Pengembangan PAD
Sub Bag Umum dan Kevangan mendistribusikan Ballpoin
13 berkat ke Sub Bedang Penetapan dan + HBERKAS Kertas 0.25 SPPT
Pameriksaan untuk kan ka UPT Pel SELESAN Map
PB8 P2 dan BPHTS,
T Pl PBB P2 dan BPHTB Ballpon
u yanan n menarma Kertas
14 |barkay selesal dan Sub idang Penetapan dan ::;'r: Komputer i e
Pemarik untuk paikan ke Wajib Pajak. @ DISAMPAIKAN . Printer
KE W#
JUMLAH WAXKTU B Jam 15 Menk
Catatan penting - Waktu Kena hanyalah estimasi kotor untuk p sty borkas p saja. Dalam kead waktu bisa L
seharnif semiaggu/ sebulsn | 3 bulan|, terg; g dari jenis b ke borkas h L e 4 ik

ketersediaan pejabat yang menangani, dan jumiah jam kerja dalam sehan.




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Permohonan Pembetulan

NO

UNSUR

STANDAR PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.4A
a. Untuk Perorangan :

- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;

- Foto Copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas
lainnya dari wajib pajak;

- SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani;

- Asli SPPT/SKP/STP tahun pajak yang berkenaan,

- Foto Copy surat tanah dan/atau bangunan / surat
keterangan dari Kepala Desa / Lurah mengenai
pemilikan / penguasaan atas tanah dan/atau
bangunan.

b. Untuk Kolektif (hanya untuk SPPT dengan ketetapan

RP 0,00 s/d Rp. 2.000.000,00):

- Daftar nama wajib pajak yang mengajukan
pembetulan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah
disertai surat kuasa bermaterai dengan alasan yang
jelas dari wajib pajak;

- Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan),

- Asli SPPT/SKPD/STP tahun pajak yang berkenaan;

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya




Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengembangan PAD diteruskan ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk dilakukan proses
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan

4. Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan ke
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
dibuatkan konsep SK Pembetulan sesuai dengan
ketentuan.

5. Kepala Bidang Pengembangan PAD memeriksa konsep
SK Pembetulan dan kembalikan lagi ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk diteruskan ke UPT
Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.

6. UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima konsep
SK Pembetulan dari Sub Bidang Penetapan dan
Pemeriksaan untuk melakukan Entry Data, Cetak Draft
SK, SPPT dan DKHP.

7. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menerima
hasil entry data, cek draft SK, SPPT dan DHKP dari
UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB, kemudian
diarahkan ke Sub Bidang Pengembangan Kebijakan &
informasi Teknologi untuk Verifikasi SK Pembetulan.

8. Kepala Bidang Pengembangan PAD memeriksa hasil
verifikasi SK Pembetulan dan dikembalikan ke Sub
Bidang Pengembangan Kebijakan & Informasi teknologi
untuk diajukan tanda tangan Kepala Badan melalui Sub
Bag Umum dan Keuangan.

9. Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan SK
Pembetulan ke Kepala Badan untuk diperiksa dan
ditandatangani.

10.Kepala Badan memeriksa dan menandatangani SK
Pembetulan dan melalui Sub Bag Umum dan Keuangan
untuk mendistribusikan SK Pembetulan ke Kepala
Bidang Pengembangan PAD.

11.Kepala Bidang Pengembangan PAD mendistribusikan
SK ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
mengajukan proses dan meminta tanda tangan SPPT
ke Kepala Badan melalui Sub Bag Umum dan
Keuangan.

12.Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan berkas
SPPT, diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala
Badan.

13. Kepala Badan memeriksa dan menandatangani SPPT
selanjutnya melalui Sub Bag Umum dan Keuangan
mendistribusikan SPPT ke Sub Bidang Penetapan dan
Pemeriksaan.

14.Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menerima
SPPT yang sudah ditandatangani Kepala Badan dari
Sub Bbag Umum dan Keuangan untuk diteruskan ke
UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.

15.UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima SPPT




dan menyampaikan ke Wajib Pajak.

4. Waktu Pelayanan | Hari senin — Kamis :
Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB
Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB
Hari Jumat :
Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB
Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB
5. Jangka  Wakitu | 7 Jam
Pelayanan
6. Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
7. Produk SPPT
Pelayanan
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung
b. Surat
c. Faximili
d. Email
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :
a. Ruang Pengaduan
b. Kotak saran
c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer
9. Saran dan | 1. Ruang Pelayanan
prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Jaringan Wifi
10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)
2. Menguasai Standar Operasional Prosedur
3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan komputer
9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu

saat dianggap penting




2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office

3. Kepala Sub Bidang

4. Kepala Bidang

13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh

petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku

pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya

3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
Pelaksana dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, S Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH  KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIP. 9650810 199403 2 009




PERMOHONAN PEMBETULAN

PELAKSANA MUTU BAKY
SUBBID PENGEMBANGAN
TAT
NEM wagpaax | UPTPELAYANANFSBPIR | o006 UMUM & KEUANGAN SEKRETARIS BADAN KABID PENGEMBANG AN PAD SUBBIDANG PENETAPANE. | ¢ oy o AN DAN (NFORMAS! KEPALA BADAN KELENGRAPAN | WAKTU KERIA ouTPUT e
BPrTE PEMERIKSAAN LIAM]
TEENOLOGI
Wajlb Pajak mengajukan permohonan
Pembetulan melalui UFT Pelayanan PBE P2 dan Mulal
BPHTE di Badan Pendapatan Dasrah,
Berkas permohionan diterima darl UPT pelayanan
PBB-P2 dan BPHTE untuk dsediakan ke
Sekretarls Badan, untuk selanutnya ditersk | '}’M m 0y Borkas
kepada Kepala Badan
Mepata Badan memberikan disposisl kepada JE——
Nepala Bidang Pengembangan PAC untuk ] m= Lembar Disposisi - .
dilailban proses lebih lanjut sesual dengan = Lembar Dispostsl
ktentuan.
Kepals Bidang Pengembangan PAD mengarahkan Kamputer
ke Sub Bidang Penetapin dan Pemeriksaan PROSES KOMSEP Printe:
untuk dibuatikan konses $K Pembetulan sesunl 5K Kertas 1 Dralt SK Pembetulan
dengan ketentuan, PEMBETULAN Hallpoint
Kepala Bidang Pengembangan PAD memeriksa Ballpsin
korsep 5K Pembetulan dan kembalikan lagi ke Kertas :
Sub Bidang Penetapan dar Pemerfksaan untuk KOMSEP SK Map 0.7 Uraft 5% Pembetulan
diteruskan ke UFT Palayanan PBI P2 dan BPHTB, PEMBETULAN
]

T Pelayanan PBB P2 dan BPHTE menerima Kemputer
konep SK Fembetulan dar Sub Bidang PROSES Printer 2 Draft SK

Han i ENTRY DAN Kartas PP
Entry Data, Cetak Draft $K, SPPT dan DRHP. CETAK Aplikasi data
Sub Nidang Peratapan dan Pemeriksaan
menerima hasil entry data, cek draft SK, SPPT VERF Py Kertas
dan DHKF darl UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTE, PEMBETULAN Ballpaint
kemudian diarahlan ke Sub Bidang | 0s K Pembetulan

L s e —

untuk Verifikasi SK Pembetuian. T
Kepala Bidang Pengombangan PAD memerikaa
sl verifikasl $% Pembetulan dan dikembialik -~
L Sub Bltang Pengembangan Kebijakan & Baflpcit on PP
infermasl teknologl untuk disjukan tands tangan

Kepala Badan molalul Sub Bag Umum dan
Keuangan.




Sub Bag Umum dan Keuangsn menyediskan SK Mm
9 |Pembetulan ke Kepala 3adan untuk diperiksa P 0s Sedian
Kopala Badan memaerikss dan menandatangani TANDA
5% Pembetulan dan melalul Sub Bag Umum dan TANGAN pailpoin
i gan untuk catribunikan 5K 0% K Pembetulan
Pembetulan ke Kepala Sidang Pengembangan
PAD.
Apabila nilsl ketetapan SPPT
datas Mp. 2.000,000, maks
Kepaa Sidang Pengembangan PAD 5K PEMBETULAN memerdukan tanda tangan
mendistribusian SK ke Sub Bidang Penetapan @ DAN FROSES | ma <X Permbetulan bnn‘!lqnhm_l.apﬁlh
11 | dan Pemeriicsaan untuk mengajukan proses dan PEMBETULAN SPPT 025 SPeT nilal ketetapan SPPT
meminta tanda tangan SPHT ke Kepals Badan | dibawah Rp. 2.000.000,
melalul Sub Bag Umum dan Keuangan. el | maka cukup menggunakan
| stuemped basah Kepala
Badan
SEDIAAN
Sub Bag Limum dan Keuangan menyediakan SEFY Baiipoin
12 | berkas SPPT, diperiisa dan ditandatangan| oleh (] 5PPT
Krpada Badan
Kepals Badan memerikia dan menandatangan| Kertas
SPPT selanfutnys melahul Sub Bag Umum dan SPPT Balipoint
B | keuangan mandistribusikan SPP1 ke Sub Bidang TANGATANGAN L TIOSHET
Penetapan dan Pemeriioaan.
Sub Bidang Penetapan dan Pemerikiasn
menerima SPPT yang sudah ditandatangan SPPT e
14 |Kepala Badan dan Sub 8bag Umum dan 05 SPPT
vgan untuk diterusican ke LPT Pel
PB8 P2 dan BPHTE.
Ballpain
1 | UPT Pelayanan PB8 P2 dan BPH1E menerima MENYAMPAICAN ' Komputer e —
SPPT dan menyampadkan ke Wajlb Pajak. Ll printer
Kortas
JUMLAH WAKTU KERUA | 7 Jam
Catatan ponting : Waktu Kerja hanyalah estimasi kotor untuk satu berkas p b sitfa. Dalam keadaan tertentu waktu pengorjaan bisa melebih seh g Imaksimal 3
bulan), darl jenls berkas b L Ik s, metods ik L diaan pejabat yang menangani, dan jumiah jam kerfa dalam sehar),




Jenis Pelayanan : Permohonan Pembatalan

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 900/ 705 /205 /2021

NO

UNSUR

!

STANDAR PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1.

2.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah .
Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah
Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 |
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah |
Kabupaten Tulungagung Il
Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang |
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung .
Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan‘
Bangunan di Kabupaten Tulungagung |

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.4A

a. Untuk Perorangan :
Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;
SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani (objek
pajak yang bebas PBB sebagian/masih ada sisanya)
- Asli SPPT/SKP/STP tahun pajak yang berkenaan.

b. Untuk Kolektif :
Daftar nama wajib pajak yang mengajukan |
pembatalan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah
disertai surat kuasa bermaterai dengan alasan yang
jelas dari wajib pajak;

Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan);

Asli SPPT/SKPD/STP tahun pajak yang berkenaan;
Khusus untuk permohonan Pembatalan SPPT
dengan alasan obyek pajak tidak ada : Surat
Pernyataan dari Kepala Desal/lLurah yang
menyatakan objek pajak memang benar-benar tidak |
ada dan dikemudian hari tidak akan mendaftarkan
obyek pajak yang dibatalkan tersebut melalui jenis
pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru, baik atas
nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib
pajak lain.




Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya

2. Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengembangan PAD diteruskan ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk dilakukan proses
verifikasi lapangan sesuai dengan ketentuan

4. Kepala Bidang Pengembangan PAD menandatangani
berita acara hasil penelitian lapangan, dan mengarahkan
berkas ke Subbid Penetapan dan Pemeriksaan.

5. Subbid Penetapan dan Pemeriksaan mengarahkan ke
UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk diproses
entry data, cetak draft SK, SPPT, DHKP dan hasilnya
dikirim lagi ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan.

6. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan meneruskan
ke Subbid Pengembangan Kebijakan & Informasi
Teknologi untuk memverifikasi draft SK pembatalan dan
diperiksa oleh Kepala Bidang Pengembangan PAD, Sub
Bidang Pengembangan Kebijakan & Informasi Teknologi
melalui Subbag Umum dan Keuangan untuk dimintakan
tanda tangan Kepala Badan.

7. Subbag Umum dan Keuangan menyediakan SK
Pembatalan ke Kepala Badan untuk diperiksa dan
ditandatangani

8. Kepala Badan melalui Sub Bag Umum dan Keuangan
mendistribusikan SK  Pembatalan ke  Bidang
Pengembangan PAD

9. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan membuat
Salinan SK pembatalan dan melalui Sub Bag Umum dan
Keuangan untuk dimintakan tandatangan Sekretaris
Badan.

10. Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan salinan SK
pembatalan ke Sekretaris Badan untuk diperiksa dan
ditandatangani dan melalui Sub Bag Umum dan |
Keuangan untuk mendistribusikan Salinan SK |
pembatalan ke Bidang Pengembangan PAD !

11. Kepala Bidang Pengembangan PAD menerima Salinan
SK pembatalan diteruskan ke Sub Bidang Penetapan
dan Pemeriksaan dan diarahkan ke UPT Pelayanan PBB
P2 dan BPHTB

12. UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima dan
meng-entry salinan SK pembatalan dari Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk disampaikan ke
Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :
Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB




Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka Waktu

Pelayanan

7 Jam 45 Menit

Biaya Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk
Pelayanan

Salinan SK Pembatalan

Penanganan
pengaduan

Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
a. Datang langsung

b. Surat

c. Faximili

d. Email

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :

Ruang Pengaduan

Kotak saran

Pesawat Telepon/Fax

Komputer

aoowo

Saran dan

prasarana

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Antrian elektronik

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
Toilet

Mushola

0. Jaringan Wifi

=A@ o NI O B D =b

10.

Kompetensi
Pelaksana

—

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan

dan Santun)

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik

4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan

yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara

baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi

pelayanan dan aplikasi lainnya

o

© N

sistem informasi

14

Pengawasan
Internal

1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting

2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12

Jumiah
Pelaksana

Petugas Front Office
Pegawai Back Office
Kepala Sub Bidang

G Db




4. Kepala Bidang

13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku

pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya

3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daeranh.

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
Pelaksana dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, S Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
ABLIPA LUNGAGUNG

- a Utdma Muda
NIP."19650810 199403 2 009




PERMOHONAN PEMBATALAN

PELAKSANA MUTU BAKU
SUB B 5UB BIDANG
KEGIATAN DANG AKTU K KETERANGAN
WAIS PAIAK UPT PELAYANAN PSS P2 SUBAG UMUM B SEKRETARS KABID PENGEMBANGAN PENET & PENGEMBANGAN KEPALA BADA KELENGKAPAN WAKTU KERIA AUTPUT
& BPHTE KELIANGAN PAD PEMERI N KEBUAKAN & 1AM}
: INFORMAS! TEKNOLOGI
Mulai
Waijib Pajak mengajukan permohonan meatui
UPT Pelayanan PBE P2 dan BPHTE di Badan
Pendapatan Daerah.
SEDIAN SEDIAN
Rerkas pe h ofit dari UPT petay A
PB8-P2 dan BPHTE untuk disedizkan ke Sekretarts | os Berkas
Badan, untuk diteruskan kepada Kepala Badan. :
PROSES
Kepala Badan membenkan dizposisi kepada DisPosis) :T::;\DN‘;NA.N Lembar disposisi Berkas dan Lembar
Kepala Bidang Pengembangan PAD diteruskan ke Kartas Desposisi
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk Ballpoin 3
dilakukan proses verifikasi lapangan sesuai Komputar | Berita Acara hasil
dengan ketentuan Printer penelitian lapangan
TANDA BA
Kepala Bidang Pengembangan PAD TANGAN 8A ;
menandatangani berita acara hasil penafitian LAPANGAN LAPANGAN Ballpoin 5 Berita Acara hasil
lapangan, dan mengarahkan berkas ke Subbid Kertas ' penelitian lapangan
x dan B




Subbid P pan dan L garati
ke UPT Pelayanan PBS P2 dan BPHTE untuk
diproses entry data, cetek draft 5K SPPT, DHKP
dan hasiinya dikirim lag ke Sub Bidang Penetapan
dan Pemenksasn

PROSES
ENTRY DATA

HASIL ENTRY

T

DATA

HH

Draft SK, SPPT, dan
DHKP

Sub Bidang Penetapan dan Pemenksaan

meneruskan ke Subbid Pengembangan Kebsjakan
& Inh Teknol tuk filasi draft
5K pembatalan dan diperiksa oleh Kepala Bidang
Pengembangan PAD, Sub Bldang Pengembangan

melalsl Subbag

tangan Kepals 8adan

VERIFIKAS!
DRAFT SK

Kartas
Map

as

5K pembatalan

3

[Subibag Umum dan Keuangan menyediaken SK
Pembatalan ke Kepals Badan untuk dipenksa dan
etandstangan:

TANDA

0.2

TTD Sk pembatalan

Immmmh‘mh
K a shan SK Pembatalan ke
Bidang Pengembangan PAD

PEMBATALAN

PEMBATALAN

0.25

5K pambatalan

Sub Bidang Penetapan dan Pemernksaan
mambuat Salinan 5K pembatalan dan melalul Sub
Bag Umum dan Keuangan untub diemintaban
tandatangan Sekretars Badan

M

025

|Salinan 5K




Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan
salinan 5K pembatalan ke Sekretaris Badan untuk
10 |diperiksa dan ditandatangani dan melakul Sub Bag Ballpoin s Salinan 5K
Umim dan untisk mandistribusik [ Kartas pembatalan
Salinan 5K p ke Bidang Pengemb SEDIAN #/ TANDA
PAD SALINAN 5K TANGAN
PEBETULA
| Kepala Bidang Pengembangan PAD SALINAN 5 SALINAN 5%
11 |58inan SK pembatalan diteruskan ke Sub Bidang PEMBATALAN [*| PEMBATALAN Ballpain e Salinan 5%
ipan dan Parerik dan diarahkan ke Kertas pembatalan
UPT Pelayanan PBE P2 dan BPHTB
UPT Pelayanan PBE P2 dan BPHTE dan MENYAMPAIK Rallpon
3 meng-entry salinan Sk pembatalan dan Sub SELESAI Kartas a2% Salinan 5K
disampaikan ke Wajib Pajak. Printer
JUMLAH 7 Jam 45 Menit
Catatan penting - Waktu Kerja hany kotor untuk pemrosesan sty berkas permohonan saje. Dalam k waktu penger) lebih
sehari/seminggu/sebulan fmaksimal 3 bulan), dari jenis b ke L berkas feksitas kasus B

ketersedizan pejabat yang menangani, dan jumiah jam kerja dalam sehari.




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098
Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Keberatan atas Penunjukkan sebagai Wajib Pajak
NO | UNSUR STANDAR PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

2. Persyaratan Jenis pelayanan ini hanya dapat diajukan secara perorangan
' Pelayanan dengan menggunakan formulir DPD.PBB.6 sebagaimana
| contoh terlampir disertai kelengkapan :
a. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
kepada orang / pihak lain.
b. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya
dari wajib pajak.
c. Asli SPPT/ SKPD tahun pajak yang berkenaan.
d. Surat Keterangan yang mendukung bahwa pemohon
bukan wajib pajak yang sebenarnya atas objek pajak
yang bersangkutan.

3. Sistem 1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian Petugas
Mekanisme dan Pelayanan menerima permohonan kemudian meneliti
| Prosedur kelengkapan persyaratannya.

2. Sekretaris memvalidasi atau paraf draft untuk diteruskan
ke Kepala Badan.

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan proses lebih




lanjut sesuai dengan ketentuan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan PAD Mengarahkan ke Subbid

Penagihan & PKB untuk melakukan pemeriksaan kantor

atau lapangan serta melaksanakan pemeriksaan data

tunggakan 5 tahun terakhir Wajip Pajak dan membuat
berita acara hasil pemeriksaan.

UPT Pelayanan PBB-P2 melakukan perubahan nama.

6. Kepala Bidang Pengelolaan PAD memeriksa konsep surat
keputusan kepala badan dan salinan SK yang telah
dilampiri cetak data tunggakan 5 tahun terakhir dan
diarahkan ke Subbid Penagihan dan PKB.

7. Sekretaris memvalidasi/memparaf sedian untuk
diteruskan ke Kepala Badan.

8. Kepala Badan memeriksa dan menandatangani SK
Keberatan.

9. Sekretaris menandatangani Salinan SK Keberatan dan
diarahkan ke Bidang Pengelolaan PAD.

10. Surat keputusan keberatan didistribusikan ke Bidang
Pengelolaan PAD. Kabid Pengelolaan PAD megarahkan
ke Subbid Penagihan dan PKB.

11. Subbid Penagihan dan PKB Menyampaikan salinan SK
Keberatan ke Waijib Pajak

o

|
|
4. | Waktu Pelayanan | Hari senin — Kamis :
: Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB
| Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
| Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB
|
| Hari Jumat :
! Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB
Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB
8. Jangka  Waktu | a. 28 Jam 25 Menit untuk Penelitian Lapangan
' Pelayanan b. 5Jam 25 Menit untuk Penelitian Sederhana Kantor
6. | Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
7. | Produk SK Keberatan atas Penunjukkan sebagai Wajib Pajak
Pelayanan
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung

b. Surat
c. Faximili
d. Email

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan




masukan :

a.

aoo

Ruang Pengaduan
Kotak saran

Pesawat Telepon/Fax
Komputer

9. | Saran

prasarana
|

dan

SPOONDO RN -

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Antrian elektronik

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
Toilet

Mushola

. Jaringan Wifi

10. Kompetensi

Pelaksana

©®NO®

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
dan Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim
Mampu mengoperasikan komputer
Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

sistem informasi

11. | Pengawasan

Internal
|

Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting

Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12  Jumlah

Pelaksana

13. | Jaminan

PO

Petugas Front Office
Pegawai Back Office
Kepala Sub Bidang
Kepala Bidang

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai |




'Pelayanan | dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
: petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya

3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas

| daerah.
14. ‘ Evaluasi Kinerja | Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, selanjutnya
' Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan

Tulungagung, % Agustus 2021

fembina Utama Muda
NIPL 19650810 199403 2 009




PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WP

PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERUIA
WAJIB PAJAK SEKRETARIS N KEP, AN KELENGKAPAN OUTPUT
& BPHTB SADN PAD DAN PKB FRALABAG: Y _(Am)
1 Wajlb Pajak mengajukan permohonan melalul
Aplikasi Sistem Layanan PBB-P2 (SILANIAK) Mulai
Surat permohonan
"
: L
Petugas Pﬂmnar.l menerima permohonan \ Fotocopy Pendukung
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya, PROSES Objek Pajak
apabila berkas permohonan belum lengiap, maka
wijib pajak akan menerima pemberitahuan dari Fot identitas BPS
2 |petugas lewat WA/E-mall yang dicantumkan saiah J semof 1 LAPD
satunya dengan syarat tidak memiiiki tunggakan 5 _ TIDAK .
tahun terkahir. Sedangkan apablla berkas Lembaran SPOP
permohonan sudah lengkap, akan dapat mencetak
bukti pengiriman sendiri Surat Kuasa apablla
dikuasakan
Sekretaris memvalidasi atau paraf draft untuk I Kertas, map
3 SEDIAAN r ,
diteruskan ke Kepala Badan m ballpoin 0.5 Sedin
Kepala Badan memberikan disposisi kepada Komputer Berkas dan
4 |Kepala Bidang Pengelol PAD untuk dilakukan Printer 0,25 Lembar
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan - Kertas Disposisi
Kepala Bidang Pengeloiaan PAD Mengarahkan ke PENELITIAN
Subbid Penagihan & PKB untuk melakukan SEDERHANA Komputer Berkas
5 pemeriksaan kantor atau lapangan serta DIARARKAN KANTOR DAN Printes k:f:t dann; M pemeriksaan
melaksanakan pemeriksaan data tunggakan 5 LAPANGAN Kertas ( m:d data
tahun terakhir Wajip Pajak dan membuat berita SERTA BA Aplikasi data liapangan) | negakan
acara hasil pemeriksaan PEMERIKSAAN
PROSES NTRY
DATA — Komputer
g UPT Pelayanan PBB-P2 melakukan perubahan Printer 05 Ketetapan
nama Kertas ' Pajak
Aplikasi data




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERUA
18 P, KR TPUT
WAIIB PAJAK & BPHTB SEKRETARIS BADAN PAD DAN PKB KEPALA BADAN KELENGKAPAN UAM] ou
|Kepala Bidang Pengelolaan PAD memeriksa Kom |BA penelitian
konsep surat keputusan kepala badan dan salinan PFIMI“ kantor dan
7 |5K yang telah dilampiri cetak data tunggakan 5 Kt 0,5 hasil print
tahun terakhir dan diarahkan ke Subbid Penagihan Aplikasi data put
dan PKB tunggakan
Sekretarls memvalidasi/memparaf sedian untux Map
] 0,25
diteruskan ke Kepala Badan Ballpoin 2 o
]
KONSEP
SURAT »
|a Bada eriksa d i KEPUTUSAN | 8allooi
9 Kepala n memeriksa dan menandatangani SK B Ballpoin 05 e
Keberatan
BADAN & pala Badan
SALINAN SK
v
SK
KEBERATAN
KEPALA
10 Sekretaris menandatangani Salinan SK Keberatan BADAN & Ballnoin 05 Salinan SK
dan diarahkan ke Bidang Pengelolaan PAD SALINAN SK P ! keberatan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERJA
AJIB PAJAK KEPA P
W, A & BPHTE SEKRETARIS BADAN PAD DAN PKB LA BADAN KELENGKAPAN ~ yAm) OuUTPUT

Surat keputusan keberatan didistribusikan ke | 1

Bidang Pengelolaan PAD. Kabid Pengelolaan PAD K Balipoin SK keberatan
11 me.garahkan ke Subbid P.erlaslhan dan PKB untuk KEBERATAN KEBERATAN 0,25 Kepala

ditindaklanjuti untuk dikirim ke UPT pelayanan KEPALA KEPALA Badan

PBB-P2 dan BPHTB BADAN & BADAN &

SALINAN SALINAN S
Komput:

Subbid Penagihan dan PKB diteruskan ke UPT M::‘: il —

12 |Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk disampaikan ( SELESAI \ SALINAN SK Verias 0,25 beatn
Ii K i KEBERATAN 1
salinan SK Keberatan ke Wajib Pajak Apiika] data
JUMLAH

: 28,5 Jam untuk penelitian lapangan

: 5,5 jam untuk sederhana kantor



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Permohonan Salinan SPPT

' NO

UNSUR

i STANDAR PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

' 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.5 / DPD.PBB
5A
a. Untuk Perorangan / WP Badan :
- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;
Foto Copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas
lainnya dari wajib pajak;
Foto copy SPPT / SKP tahun pajak sebelumnya.

b. Untuk Kolektif:

- Daftar nama wajib pajak yang mengajukan salinan
SPPT yang ditanda tangani Kepala Desa / Lurah
disertai Surat Kuasa bermaterai dengan alasan yang
jelas dari wajib pajak;

Foto copy SPPT tahun pajak sebelumnya.

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya

2. Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengembangan PAD diteruskan ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan untuk dilakukan proses
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan




4.  Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan mengarahkan
ke UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses
dan mencetak salinan SPPT.

5. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menerima
hasil cetak salinan SPPT dari UPT Pelayanan PBB P2
dan BPHTB.

6. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan melalui Sub
Bag Umum dan Keuangan menyediakan Salinan SPPT
ke Kepala Badan untuk diperiksa dan ditandatangani.

7. Kepala Badan memeriksa dan menandatangani Salinan
SPPT melalui Sub Bag Umum dan Keuangan Salinan
SPPT didistribusikan ke Bidang Pengembangan PAD.

8. Kepala Bidang Pengembangan PAD menerima Salinan
SPPT diteruskan ke Sub Bidang Penetapan dan
Pemeriksaan untuk diarahkan ke UPT Pelayanan PBB
P2 dan BPHTB

9. UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima Salinan
SPPT untuk disampaikan ke Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka  Waktu | 4 Jam
Pelayanan
Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
Produk Salinan SPPT
Pelayanan
Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung
b. Surat
c. Faximili
d. Email
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :
a. Ruang Pengaduan
b. Kotak saran
c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer
Saran dan Ruang Pelayanan
prasarana Banner/leaflet

1

2

3. Antrian elektronik

4. Komputer

5. Meja

6. Kursi

7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet

9. Mushola

10. Jaringan Wifi




10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik

4. Menmiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

7. Memiliki kemampuan kerjasama tim

8. Mampu mengoperasikan komputer

9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu

saat dianggap penting

2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office

3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang

13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai

Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya

3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
Pelaksana dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, % Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PﬂiiULUNGAGUNG

PATA z

NIP. 19650810 199403 2 009




No.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

WALIB PAJAK

UPT PELAYANAN PBS P2
& BPHTE

SUBAG UMUM &
KEUANGAN

SEXKRETARIS BADAN

KABID PENGEMBANGAN
PAD

SUB BIDANG
PENETAPAN &
PEMERIKSAAN

KEPALA BADAN

KELENGNAPAN

WAKTU KERIA

ouTPuT

KETERANGAN

‘Wajib Pajak mengajukan permohonan melalul UPT
Pelayanan 288 P2 dan BPHTE di Badan
Pendapatan Daerah.

Qe >

Berkas pe ih i dari UPT pel
PBB-P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris
Badan.

SEDIAN

4

0.25

 kepala Bad etk disooslil keoad z

Bidang Pergembangan PAD diteruskan ke Sub
Bidang Peretagan dan Pemeriksaan untuk
dilakukan proses lebih dan Pemeriksaar untuk
dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan.

BERKAS

Berkas dan Lembar
Dasporsisi

Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan
ygarahkan ke UPT Pelayanan PBB P2 dan
BPHTS untuk proses dan mencetak salinan SPPT,

Printer

0s

Salinan SPPT

5

|5ub Bidang Penetapan dan Pemeriksaar menerima
hasil cetak salinan SPPT dari UPT Pelayanan PED
P2 dan BPHTA.

i

0.25

Salinan SPPT




l Apabila nilai ketetapan SPPT
. diatas Rp. 2.000.000,- maka
Sub Bidang pan dan P memerlukan tanda tangan
|Sub Bag Umum dan Keuangan menyediakan Ballpoin basah Kepala Badan, apabila

6 I Salinan
 Salinan SPPT ke Kepala Badan untuk diperiksa dan o kertas .3 et ilai ketetapan SPPT dibawah
ditandatangani. PR Rp. 2.000.000,- maka cukup
menggunakan stempel basah
I ‘ Kepala Badan
i 4
| Kepala Badan iksa dan datangan! ‘ ' TANDA
- | Salinan SPPT melalul Sub Bag Umum dan 5
Keunngan Salinan 5PPT didistribusikan he Bidang ballpoin 0. TTD Salinan SPPT
Pengembangan PAD. kertas
| Kepala Bidang Pengembangan PAD merefima SALINAN
|salinan SPET diteruskan ke Sub Bidang Penetapan SPPT Balipoin
8 dan P i wnitulk ol &an ke UPT kertas 05 TTD Salinan SPPT
Pelayanan PBB P2 dan BPHTB
MENYAMPAI | B2fipoin
g |UPT Petayanan P38 P2 dan BPHTS menerima || KANSAUNAN — [Kompuler 05 Salinan SPPT
Salinan SPFT untuk deampaikan ke Wajb Pajak. SPPT printer i
Kertas
JUMLAH WAKTU KERIA|4 jam

Catatan penting : Waktu Kerja hanyalah estimasi kotor untuk pemrosesan satu berkas permohonan saja. Dalam keadaan tertentu waktu pengerjaan bisa melebihi
sehari/seminggu/sebulan (maksima 3 bulan), tergantung dari jenis permoh banyaknya k |

o

keter pejabat yang gani, dan u

lah jam karja dalam sehari.

berkas perm

kasus,

pemeriksaan,




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Keberatan atas Pajak Terhutang

NO

UNSUR

STANDAR PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

2.

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan secara perorangan atau kolektif
(hanya untuk SPPT dengan ketetapan Rp. 0.00 s/d Rp.
2.00.00,00) dengan formular DPD.PBB.7/DPD.PBB.
a. Syarat Perorangan
- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain
- FC KTP, KK atau identitas lainnya
- SPOP dan Lampiran SPOP
- FC SPPT/SKP tahun pajak yang bersangkutan
- FC STTS tahun terakhir
- FC surat tanah atau bangunan
- Suket ukuran masing-masing sisi tanah (yang belum
bersertifikat)
b. Syarat Kolektif
- Daftar nama wajib pajak yang mengajukan
pembetulan
Lampiran SPOP Kolektif
FC SPPT tahun pajak bersangkutan

FC STTS tahun terakhir




———

FC SPPT PBB-P2 atas objek pajak sekitarnya, untuk
keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi
Desa/Kelurahan yang belum ditata dengan pola
SISMIOP agar dilampiri data pembanding NJOP.

3. | Sistem |1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian Petugas
Mekanisme dan Pelayanan menerima permohonan kemudian meneliti
Prosedur kelengkapan persyaratannya.

2. Sekretaris memvalidasi atau paraf draft untuk diteruskan
ke Kepala Badan.

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan proses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan PAD Mengarahkan ke Subbid
Penagihan & PKB untuk melakukan pemeriksaan kantor
atau lapangan serta melaksanakan pemeriksaan data
tunggakan 5 tahun terakhir Wajip Pajak dan membuat
berita acara hasil pemeriksaan.

5. UPT Pelayanan PBB-P2 melakukan penghitungan
kembali penetapan pajak.

6. Kepala Bidang Pengelolaan PAD memeriksa konsep surat
keputusan kepala badan dan salinan SK yang telah
dilampiri cetak data tunggakan 5 tahun terakhir dan

| diarahkan ke Subbid Penagihan dan PKB.

I 7. Sekretaris memvalidasi/memparaf  sedian untuk

. diteruskan ke Kepala Badan.

I 8. Kepala Badan memeriksa dan menandatangani SK
Keberatan.

9. Sekretaris menandatangani Salinan SK Keberatan dan
diarahkan ke Bidang Pengelolaan PAD.

10. Surat keputusan keberatan didistribusikan ke Bidang
Pengelolaan PAD.

11. Kabid Pengelolaan PAD megarahkan ke Subbid
Penagihan dan PKB. Subbid Penagihan dan PKB
menyampaikan salinan SK Keberatan ke Wajib Pajak

4. Waktu Pelayanan | Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)

Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)

Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

5. |Jangka Waktu | 1. 28 Jam 25 Menit untuk Penelitian Lapangan

 Pelayanan

2. 5 Jam 25 Menit untuk Penelitian Sederhana Kantor




6. | Biaya Tarif

Tidak dipungut biaya

7. | Produk
- Pelayanan

SK Keberatan atas Pajak terhutang

8. Penanganan
pengaduan

Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

a.
b.
c.
d.

Datang langsung
Surat

Faximili

Email

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :

aoco

Ruang Pengaduan
Kotak saran

Pesawat Telepon/Fax
Komputer

9. | Saran
prasarana

10. | Kompetensi
Pelaksana

dan

N

© N

2 10 8 NG O s 00N o

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Antrian elektronik

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
Toilet

Mushola

. Jaringan Wifi

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
dan Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim
Mampu mengoperasikan komputer
Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

sistem informasi

11. | Pengawasan

Internal

Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu




saat dianggap penting

| 2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
‘ maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
! kerja Kepala Badan
| 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
i rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan
12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
 Pelaksana 2. Pegawai Back Office
: 3. Kepala Sub Bidang
: 4. Kepala Bidang
13. ,'Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
- keselamatan sebagai arsip kantor
: pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
: sehingga dijamin keasliannya
‘ 3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
i diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
‘ yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
| dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
| Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
; daerah.
14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, selanjutnya
Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

pelayanan

Tulungagung, S Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPAZ TULUNGAGUNG

TI. S.E., M.M
ek Utama Muda
NIP/19650810 199403 2 009




PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG

PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERJA
WAJIB PAJAK & BPHTB SEKRETARIS BADAN PAD DAN PKB KEPALA BADAN KELENGKAPAN UAM) OUTPUT
1 Wajib Pajak mengajukan permoh falui
Aplikas! Sistem Layanan PBB-P2 (SILANJAK) Mulal
Surat permohonan
Pl YA
Petugas Pelay menerima per '\ Fotocopy Pendukung
kemudian meneliti kelengkapan persy ya, PROSES Objek Pajak
apabila berkas permononan belum lengkap, maka
wiajib pajak akan menerima pemberitahuan dari |Fot identitas BPS
2 |petugas lewat WA/E-mail yang dicantumkan sazh | Dermoha 1 LAFD
satunya dengan syarat tidak memiliki tunggakan s TIDAX i
tahun terkahir. Sedangkan apabila berkas Lembaran SPOP
| permohonan sudah lengkap, akan dapat mencetak
bukti pengiriman sendiri Surat Kuasa apabila
dikuasakan
Sekretaris memvalidasi atau paraf draft untuk Kertas, map
» SEDIAAN Sedia
3 diteruskan ke Kepala Badan RN ballpoin 9e &
Kepala Badan memberikan disposisi kepada Komputer Berkas dan
4 |Kepala Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan DISPOSISY o Printer 0,25 Lembar
proses lebih lanjut sesual dengan ketentuan Kertas Disposisi
Kepala Bidang Pengelolaan PAD Mengarahkan ke PENELITIAN
Subbid Penagihan & PKB untuk melakukan SEDERHANA Komputer Berkas
1 (sederhana f
G pemeriksaan kantor atau lapangan serta KANTOR DAN Printer Kantor) dan 24 pemeriksaan
| melaksanakan pemeriksaan data tunggakan 5 LAPANGAN Kertas (dita B data
tahun terakhir Wajip Pajak dan membuat berita SERTA BA Aplikas| data Pangant |, inggakan
acara hasil pemeriksaan PEMERIKSAAN
MENGHITUNG
KEMBALI = — | Komputer
¢ |UPT Pelayanan PBB-p2 melakukan penghitungan KETETAPAN | Printer s Ketetapan
kembali penetapan pajak Kertas ’ Pajak

Aplikasi data




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBE P2 KABID PENGELOLAAN SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERJIA
i KEPALA BADAN KELENGKAPAN ouTe
WAJIB PAIAK a8 SEKRETARIS BADAN PAD DAN PKB E D. G (1AM) ur
Kepala Bidang Pengelolaan PAD fksa Komputer BA penelitian
konsep surat keputusan kepala badan dan salinan Pintes | kantor dan
7 |SK yang telah dilampiri cetak data tunggakan 5 Kertas 05 hasil print
tahun terakhir dan diarahkan ke Subbid Penagihun Aplikasi data put
dan PKB tunggakan
KONSEP
SURAT
8 Sekretaris memvalidasi/memparaf sedian untuk KEPUTUSAN Map 0.25 Sedian
diteruskan ke Kepala Badan KEPALA Ballpoin *
BADAN &
SALINAN 5K
— p——— ——1
KONSEP
SURAT
9 ::ri: ta;ﬂan memeriksa dan menandatangani 5K :gﬂruus‘m Ballpoin 05 :‘ ranke
BADAN & pala Badan
SALINAN SK
K
KEBERATAN
KEPALA
1o Sekretaris menandatanganl Salinan SK Keberatan BADAN & Balioin as Salinan SK
dan diarahkan ke Bidang Pengelolaan PAD SALINAN SK = ! keberatan
|




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERIA
WAUIB PAJAK SEKRETARIS BADAN KEPA ADAN KELENGKAPAN
& BPHTE PAD DAN PKB ol e (1amM) OUIRUE

Surat keputusan keberatan didistribusikan ke I I

Bidang Pengelolaan PAD. Kabid Pengelolaan PAD K Ballpoin SK keberatan
11 |megarahkan ke Subbld Penaglhan dan PKB untuk KEBERATAN KEBERATAN 0,25 Kepala

ditindaklanjuti untuk dikirim ke UPT pelayanan . KEPALA KEPALA |Badan

PBB-P2 dan BPHTB BADAN & BADAN &

SALINAN SALINAN 5

Subbid Penagihan dan PKB diteruskan ke UPT | ::nlp:"er S

12 (Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk disampaikan ( SELESAI ) || sauNANsK e 0,25 nb::!aﬂ
1 jib Pajak KEBERATAN
salinan SK Keberatan ke Wajib Paja Aplikas! data
JUMLAH : 28,5 Jam untuk penelitian lapangan

: 5,5 jam untuk sederhana kantor




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098
Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Pengurangan atas Pajak Terhutang

NO UNSUR | STANDAR PELAYANAN

1. | Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan |
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang |
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan |
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten |
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

2 Persyaratan Permohonan dapat diajukan secara perorangan atau kolektif
Pelayanan (hanya untuk SPPT dengan ketetapan Rp. 0.00 s/d Rp.
2.000.000,00) dengan formular DPD.PBB.8/DPD.PBB.8A

a. Syarat Perorangan
- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain
- FC KTP, KK atau identitas lainnya
- FC SPPT/SKP tahun pajak yang bersangkutan
- FC STTS tahun terakhir
- FC SPT PPh Badan tahun terakhir yang dilampiri
Laporan Keuangan Perusahaan (WP Badan) |
- Struk pembayaran pensiunan terakhir (WP Orang

Pribadi)
Suket besarnya penghasilan (WP Orang Pribadi)
FC KTA Veteran (WP OP Veteran)




b. Syarat Kolektif
- Daftar nama wajib pajak yang mengajukan
pembetulan yang di tandatangani Kepala
Desa/lLurah dan diketahui Camat
- Lampiran SPOP Kolektif
- FC SPPT tahun pajak bersangkutan
- FC STTS tahun terakhir

3. | Sistem 1.  Waijib Pajak mengajukan permohonan, kemudian Petugas
Mekanisme dan Pelayanan menerima permohonan kemudian meneliti
Prosedur kelengkapan persyaratannya.

2. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
| Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan proses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan PAD Mengarahkan ke Subbid
| Penagihan & PKB untuk melakukan pemeriksaan kantor
: atau lapangan serta melaksanakan pemeriksaan data
= tunggakan 5 tahun terakhir Wajip Pajak dan membuat

berita acara hasil pemeriksaan.

4. Subid Penagihan dan PKB membuat Konsep SK dan
! Salinan SK kemudian Kepala Bidang Pengelolaan PAD

memeriksa konsep surat keputusan kepala badan dan
salinan SK yang telah dilampiri cetak data tunggakan 5
tahun terakhir dan diarahkan ke Subbid Penagihan dan
PKB.

5. Sekretaris memvalidasimemparaf  sedian untuk

diteruskan ke Kepala Badan.

6. Kepala Badan memeriksa dan menandatangani Surat

Keputusan.

7. Sekretaris menandatangani Salinan SK Keberatan dan

diarahkan ke Bidang Pengelolaan PAD.

8. Surat keputusan pengurangan didistribusikan ke Bidang

Pengelolaan PAD. Kabid Pengelolaan PAD megarahkan
| ke Subbid Penagihan.

9. Subbid Penagihan dan PKB menyampaikan salinan SK

pengurangan ke Waijib Pajak

4. Waktu Pelayanan | Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)

Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB
. Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)

i Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB
5. Jangka  Waktu | 1. 28 Jam untuk Penelitian Lapangan




' Pelayanan

2.

5 Jam untuk Penelitian Sederhana Kantor

6.

Biaya Tarif

Tidak dipungut biaya

7.

- Produk
Pelayanan

SK Pengurangan atas Pajak terhutang

8.

Penanganan
pengaduan

Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

a.

b.
C.
d

Datang langsung
Surat

Faximili

Email

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :

aoow

Ruang Pengaduan
Kotak saran

Pesawat Telepon/Fax
Komputer

9.

' Saran
prasarana

dan

= D ON® N MD N -

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Antrian elektronik

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
Toilet

Mushola

. Jaringan Wifi

10.

Kompetensi
- Pelaksana

o

©®NO

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
dan Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim
Mampu mengoperasikan komputer
Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

sistem informasi

il

Pengawasan

Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui




' Internal

rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting

Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12

Jumlah
Pelaksana

G2 M=

Petugas Front Office
Pegawai Back Office
Kepala Sub Bidang
Kepala Bidang

13.

Jaminan

 Pelayanan
|

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14.

Jaminan

Keamanan

keselamatan
! pelayanan

dan

@

Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor

Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
sehingga dijamin keasliannya

Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumiah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

pelayanan

Tulungagung, 5 Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH




PERMOHONAN PENGURANGAN ATAS PAJAK TERHUTANG

PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB KABID PENGELOLAAN | SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERJA
WAJIB PAJIAK P2 & BPHTB SEKRETARIS BADAN PAD DAN PKB KEPALA BADAN KELENGKAPAN AM) OUTPUT
1 Wajib Pajak mengajukan permohonan melalul
Aplikas| Sistem Layanan PBB-P2 (SILANJAK) Mulai
Surat permohonan
Petugas Pelayanan menerima permohonan A 4 YA
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya, Fotocopy Pendukung
|apabila berkas permohonan belum lengkap, PROSES [iS————— Objek Pajak
maka wajib pajak akan menerima pemberitahuan BPS
2 |dari petugas lewat WA/E-mail yang dicantumian |Fotocopy identitas 1 LAPD
salah satunya dengan syarat tidak memiliki TIDAK |pemohon
tunggakan 5 tahun terkahir. Sedangkan apabila
berkas permohonan sudah lengkap, akan dapat Lembaran SPOP
mencetak bukti pengiriman sendiri ‘
. Surat Kuasa apablla
Berkas permohaonan diterima darl UPT pelayanan
3 PBB-P2 dan BPHTB untuk disediakan ke l SEDIAN Kertas, map 05 Sedian
Sekretaris Badan selanjutnya diteruskan ke Jhallpoin !
Kepala Badan
Kepala Badan memberikan disposisi kepada Komputer
4 |Kepata Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan DISPOSES) I Printer 0,25 f:::;““ .
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Kertas :
Kepala Bidang Pengelolaan PAD Mengarahkan ke
Subbid Penagihan & PKB untuk melakukan Komputer
pemeriksaan kantor atau lapangan serta | Printer Adatme. | Geria
5 . T ' Gathdis 5 Kertas kantor) dan 24 |pemeriksaan
P v : (dilapangan) |data tunggakan
tahun terakhir Wajip Pajak dan membuat berita Aplikasi data
acara hasll pemeriksaan
Subid Penagihan dan PKB membuat Konsep SK
dan Salinan SK kemudian Kepala Bidang
Komput BA it
PRspsinipin PAD MAMMIS SIS, Serat pnr:t:: : Imn:: :ar:a:nsu
& |keputusan kepala badan dan salinan SK yang Koitis 05 ot
telah dilampiri cetak data tunggakan 5 tahun Aplikasi data tunggaken

terakhir dan diarahkan ke Subbid Penagihan dan
PKB




PELAKSANA MUTU BAKL
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB KABID PENGELOLAAN | SUBBID PENAGIHAN WAKTU KERJA
I8P
WAJIB PAJAK P2 & BPHTB SEKRETARIS BADAN PAD AN PG KEPALA BADAN KELENGKAPAN UAM) OUTPUT
KONSEP SURAT
, |sekretaris memvalidasi/memparaf sedian untuk KEPUTUSAN ::'“’"m SK DAN SALINAN
diteruskan ke Kepala Badan KEPALA ntey 0325 X
BADAN & Kertas
SALINAN SK
1
KONSEP SURAT
KEPUTUSAN SK
Kepala Badan ksa da datangani
# Surpit Kepu:us:l:'leme" e = KEPALA e 0.5 pengurangankep
BADAN & ala Badan
SALINAN 5K
9 Sekretaris menandatangani Salinan SK Keberatan Ballookn
dan diarahkan ke Bidang Pengelolaan PAD e %3
[ [
Surat keputusan pengurangan didistribusikan ke | [
Bidang Pengelolaan PAD. Kabid Pengelotaan PAD 5K SK T »

10 |megarahkan ke Subbid Penagihan dan PKB untuk PENGURANG PENGURANGA pain 05 peng:.r:npn
ditindaklanjuti untuk dikirim ke UPTB pelayanan AN KEPALA N KEPALA Kepala Badan
PBB-P2 dan BPHTB BADAN & BADAN &

SALINAN SALINAN
Subbid Penagihan dan PKB diteruskan ke UPT :ornputer

11 |Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk disampalkan SALINAN SK rinter 05 Salinan SK

salinan 5K pengurangan ke Wajib Pajak il :‘ENGURANG& ::::g = pengurangan
JUMLAH : 28,5 Jam untuk penelitian lapangan

: 5,5 jam untuk sederhana kantor




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Restitusi Kelebihan Pembayaran PBB-P2

NO

UNSUR

STANDAR PELAYANAN !

1,

Dasar Hukum

1.

. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan |
Retribusi Daerah
Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019;
tentang Pajak Daerah :
Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung
Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten |
Tulungagung

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta |
Tata Kerja Bapenda Tulungagung
Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021 |
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual |
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan |
Bangunan di Kabupaten Tulungagung |

2

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan secara perorangan atau kolektif
(hanya untuk SPPT dengan ketetapan Rp. 0.00 s/d Rp.
2.00.00,00) dengan formular DPD.PBB.9/DPD.PBB.9A

a. Syarat Perorangan
- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain
- FC KTP, KK atau identitas lainnya
- Asli SPPT/SKP/STP tahun pajak yang bersangkutan
- Asli STTS yang bersangkutan
- Asli SK Penyelesaian keberatan, pengurangan,
pembetulan/pembatalan atau penyelesaian banding
- FC STTS tahun terakhir
b. Syarat Kolektif
Daftar nama wajib pajak yang mengajukan restitusi
yang di tandatangani Kepala Desa/Lurah dan
diketahui Camat yang bersangkutan
FC SPPT tahun pajak bersangkutan




- Asli STTS tahun pajak yang bersangkutan

- Asli SK Penyelesaian keberatan, pengurangan,
pembetulan/pembatalan atau penyelesaian banding

- FC STTS tahun pajak sebelumnya.

3.

4.

| Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian Petugas
Pelayanan menerima permohonan kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya.

2. Sekretaris Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan proses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke Sub
Bidang Penagihan dan PKB untuk membuat draft SK.

4. Sub Bidang Penagihan dan PKB membuat draft SK dan
diparaf oleh Kabid Pengelolaan PAD selanjunya
diarahkan ke Sekretaris untuk di paraf atau divalidasi.

5. Sekretaris memvalidasi/memparaf sedian untuk
diteruskan ke Kepala Badan.

6. Kepala Badan memeriksa dan menandatangani SK
restitusi dan didistribusikan ke Kepala Bidang
Pengelolaan PAD.

7. Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke Sub
Bidang Penagihan dan PKB untuk membuat draft SK
salinan.

8. Sub Bidang Penagihan dan PKB membuat nota dinas ke
Bidang Pengembangan PAD.

. Bidang Pengembangan PAD membuatkan SKPDLB.

10. Bidang Pengembangan PAD menyampaikan SKPDLB ke
Sub Bidang Penagihan dan PKB.

11. Subbid Penagihan dan PKB menyerahkan kepada UPT
pelayanan PBB-P2 dan BPHTB untuk dimintakan TTD
kepada waijib pajak.

12. Menyerahkan SPJ Restitusi berupa SKPDLB, Kwitansi
yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan SK Kepala
Badan tentang restitusi kepada Sub Bagian Umum dan
Keuangan.

13. Sub Bidang Umum dan Keuangan memindahbukukan dari
rekening BAPENDA ke rekening Wajib Pajak

' Waktu Pelayanan | Hari senin — Kamis -

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB
Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

[ Han Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB




Jangka  Waktu

Pelayanan

10 Jam 75 Menit

Biaya Tarif
I

Tidak dipungut biaya

' Produk
- Pelayanan

SK Restitusi Kelebihan Pembayaran PBB-P2

iPenanganan
' pengaduan

Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

b.
c.
d

Datang langsung
Surat

Faximili

Email

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :

a.

S 2

Ruang Pengaduan
Kotak saran

Pesawat Telepon/Fax
Komputer

| Saran dan

prasarana

20NN AGON =

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Antrian elektronik

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
Toilet

Mushola

. Jaringan Wifi

10.

‘ Kompetensi
Pelaksana

©CON®

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
dan Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim
Mampu mengoperasikan komputer
Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

sistem informasi

1.

- Pengawasan

Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui




Internal

rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting

Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12

Jumlah
Pelaksana

0N

Petugas Front Office
Pegawai Back Office
Kepala Sub Bidang
Kepala Bidang

13. |

Jaminan
Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14.

Jaminan
Keamanan
keselamatan
pelayanan

dan

1

Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor

Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
sehingga dijamin keasliannya

Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumiah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14, iEvaluasi Kinerja

|

Pelaksana

Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

| pelayanan

Tulungagung, % Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN FYLUNGAGUNG

- F -
———r”

Fembina Utama Muda
NIA. 19650810 199403 2 009




PERMOHONAN RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB P2

PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB SUBAG UMUM & KABID PENGELOLAAN | SUBBID PENAGIHAN KABID WAKTU KERJIA
1B PAJAK KEP K KAPAN OuTPUT
wan P2 & BPHTB KEUANGAN SERNE TS ADAN PAD DAN PKB PENGEMBANGAN PAD A SV emsn (1aM)
Wajib Pajak mengajukan permehonan
1 lalui Aplikasi Si Lay PBB-P2 Mulai
(SILANJAK)
Surat Kuasa apabila
4
Petugas Pelayanan menerima permohonan YA Gikpasakan, FeKTP &
KK, Asli STTS, Asll SK
kemudian meneliti kelengkapan PROSES —
Penyelesalan
persyaratannya, apabila berkas kebhiatan
permohonan belum lengkap, maka wajib | i ! . BPS
2 |pajak akan menerima pemberitahuan dari : :m‘;m:: ol 05 LAPD
s e tenGKAP ) lan atau banding, FC
S STTS terakhir dan FC
permohonan sudah lengkap, akan dapat Buku Rekeni
mencetak bukti pengiriman sendiri R
Berkas permohonan diterima dari UPT Komputer
3 |Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB untuk —I HLE== Printer - o
disediakan ke Sekretaris Badan Selanjutnya m SEDIAAN Kertas !
diteruskan ke Kepala Badan Ballpoin
__a[[”‘
s st o
4 |untuk ditakukan proses tebi fanjut sesual DISPOSISI fasstir P 025 lembar
Disposisi
dengan ketentuan
Kepala Bidang Pengelolaan PAD
5 |mengarahkan ke Sub Bidang Penagihan dan ;"OSESSK _:'“Wi" 1 Berkas
PKB untuk membuat draft 5K RAFT ertas
Sub Bidang Penagihan dan PKB membuat 1
draft 5K dan diparaf oleh Kabid Komputer
K
6 |Pengelolaan PAD selanjunya dimintakan = ;Tp:is:;ms‘ __—! Printer | ?ef::l:jsi
tanda tangan Kepala Badan yang disediakan Kertas
oleh Sub Bidang Umum dan Keuangan
SEDIAN
Sekretaris memvalidasl/memparaf sedian
untuk diteruskan ke Kepals Badan S#ipola o




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB SUBAG UMUM & KABID PENGELOLAAN | SUBBID PENAGIHAN KABID WAKTU KERIA
AJIB P, BADAN BADA KELENGKAPAN ouUTPUT
WWAN EADAE P2 & BPHTB KEUANGAN SEABERANIS PAD DAN PKB PENGEMBANGAN PAD KEENA N BENS fam)
Kepala Badan memeriksa dan
7 menandatangani SK restitusi dan Pltertas 05 TTD SK
| didistribusikan ke Kepala Bidang TTD Sk Ballpoin ’ restitusi
Pengelolaan PAD RESTITUSI
Kepala Bidang Pengelolaan PAD Ballpoin Draft 5K
8 |mengarahkan ke Sub Bidang Penagihan dan SALINAN SK Ker::: 1 salinan
PKB untuk membuat draft SK salinan RESTITUSI restitusi
9 Sub Bidang Penaglhan dan PKB membuat |Balipoin 1 Nota Dinas
nota dinas ke Bidang Pengembangan PAD NOTA DINAS Kertas
IBUATKAN
10 Bidang Pengembangan PAD membuatkan SDK%:LB Ballpoin 1 SKPOLB
SKPDLB Kertas
Bidang Pengembangan PAD SKPDLE Balloin
11 |menyampaikan SKPDLB ke Sub Bidang b P 05 SKPDLB
Penagihan dan PKB
SKPDLB DAN
KWITANSI
Subbid Penagihan dan PKB menyerahkan Ballpoin SKPOLB
12 |kepada UPTB pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Kertas 1 Keranesl
untuk dimintakan TTD kepada wajib pajak




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB SUBAG UMUM & KABID PENGELOLAAN | SUBBID PENAGIHAN KABID WAKTU KERIA
PAIAK R BADA GKAP, OUTPUT
WARS P2 & BPHTB KEUANGAN SEKRETARISAADAN PAD DAN PKB PENGEMBANGAN PAD RERALA o KELE» A (JAM)
l
Menyerahkan SP) Restitusi berupa SKPDLB,
13 |Kwitansi yang telah ditandatangani Wajib | Ballpoin " -
Pajak dan SK Kepala Badan tentang restitusi Kertas
kepada Sub Bagian Umum dan Keuangan
Sub Bidang Umum dan Keuangan PEMINDAHBUK . Bukti
14 | memindahbukukan dari rekening BAPENDA UAN KE o 2 | Pemindahbuk
ke rekening Wajib Pajak SELESAI REKENING WP Kertas =
JUMLAH 10,75




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098
Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Kompensasi Pembayaran PBB-P2
NO | UNSUR ’ STANDAR PELAYANAN

|
1. Dasar Hukum |
|

Retribusi Daerah

tentang Pajak Daerah

Kabupaten Tulungagung
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi

| Tulungagung

Tata Kerja Bapenda Tulungagung

Bangunan di Kabupaten Tulungagung

2. Persyaratan

Pelayanan

terlampir) disertai kelengkapan :
a. Untuk Perorangan / WP Badan

kepada orang / pihak lain.

dari wajib pajak.

- Asli STTS yang bersangkutan.

- Asli SK penyelesaian keberatan, pengurangan,
pembetulan / pembatalan atau penyelesaian banding.

Foto copy STTS tahun pajak sebelumnya.

' 0,00 s/d Rp 2.000.000,00)
I - Daftar nama wajib pajak yang mengajukan kompensasi

yang ditanda tangani Kepala Desa / Lurah disertai surat
kuasa bermeterai dengan alasan yang jelas dari wajib

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019

| 3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah

| 4, Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan

Permohonan dapat diajukan secara perorangan (untuk SPPT /
SKP / STP) atau kolektif (hanya untuk SPPT dengan
ketetapan Rp 000 s/d Rp 2000.000,00) dengan
menggunakan formulir JP.PBB.10 / JP.PBB.10A (contoh

Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan

- Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya

- Asli SPPT / SKP / STP tahun pajak yang bersangkutan.

b. Untuk Kolektif (hanya untuk SPPT dengan ketetapan Rp




3.

' Sistem
| Mekanisme dan
Prosedur

11.

12.

13.

pajak.

- Foto copy SPPT tahun pajak yang bersangkutan.

- Asli STTS tahun pajak yang bersangkutan.

- Asli SK penyelesaian keberatan, pengurangan,
pembetulan / pembatalan atau penyelesaian banding.

- Foto copy STTS tahun terakhir.

Waijib Pajak mengajukan permohonan, kemudian Petugas
Pelayanan menerima permohonan kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya.

Sekretaris Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan proses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan.

Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke Sub
Bidang Penagihan, Pengurangan, Keberatan Dan
Banding untuk membuat draft SK Kompensasi.

Sub Bidang Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan
Banding membuat draft SK Kompensasi dan diparaf oleh
Kepala Bidang Pengelolaan PAD diteruskan untuk
divalidasi Sekretaris Badan.

Sekretaris memvalidasi/memparaf sedian untuk
diteruskan ke Kepala Badan.

Kepala Badan memeriksa dan menandatangani SK
Kompensasi dan didistribusikan ke Bidang Pengelolaan
PAD.

Kepala Bidang Pengelolaan PAD meneruskan ke Sub
Bidang Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding
untuk membuat draft Salinan SK Kompensasi.

Sub Bidang Penagihan dan PKB membuat nota dinas ke
Bidang Pengembangan PAD.

Bidang Pengembangan PAD membuatkan SKPDLB.

. Bidang Pengembangan PAD menyampaikan SKPDLB ke

Sub Bidang Penagihan dan PKB.

Subbid Penagihan dan PKB menyerahkan kepada UPT
pelayanan PBB-P2 dan BPHTB untuk dimintakan TTD
kepada wajib pajak.

Menyerahkan SPJ Kompensasi berupa SKPDLB, Kwitansi
yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan SK Kepala
Badan tentang kompensasi kepada Sub Bagian Umum
dan Keuangan.

Sub Bidang Umum dan Keuangan memindahbukukan dari
rekening BAPENDA ke Kas daerah untuk kompensasi
SPPT di tahun berikutnya

4.

| Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB




Han Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

LA Jangka  Waktu | 9 Jam 75 Menit
i Pelayanan
6. Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
7 i Produk SK Kompensasi Pembayaran PBB-P2
Pelayanan
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung
b. Surat
c. Faximili
d. Email
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
| masukan :
a. Ruang Pengaduan
b. Kotak saran
c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer
|
9. | Saran dan | 1. Ruang Pelayanan
prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
| 9. Mushola
' 10. Jaringan Wifi
10. Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
dan Santun)

Pelaksana

N

Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik

4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

7. Memiliki kemampuan kerjasama tim




Mampu mengoperasikan komputer
Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

11,

Pengawasan
Internal
|

Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting

Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12

Jumlah
| Pelaksana

B 0N

Petugas Front Office
Pegawai Back Office
Kepala Sub Bidang
Kepala Bidang

13.

Jaminan
Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai
dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14.

Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Ik

Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor

Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
sehingga dijamin keasliannya

Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan

Tulungagung, 5 Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
& N
)
DAERAY
i
S ENGAH N SE. MM
ina Utara Muda
NIP. 19650810 199403 2 009




PERMOHONAN KOMPENSAS! PEMBAYARAN PBS P2

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

MUTU BAKU

WANB PAJAK

UPT PELAYANAN P88 P2
& BPHTE

SUBAG UMUM &
KEUANGAN

SEKRETARIS BADAN

KABID PENGELOLAAN
PAD

SUB BID PENAG HAN &
PKB

KABID PENGEMBANGAN
PAD

KEPALA BADAN

KELENGRAPAN

WAKTU KERIA

ouTPUT

‘Wajib Pajak mengajukan permohonan
lalui Aplikas) Sisterm Layanan PB8-P2
(SILANJAK)

Petugas Pelayanan menerma

p i [ dian mensliti

kelangh pery apabila
berkas permohonan belum lengkap, maka
waib pa,ak akan menerima
pemberitabuan dan pelugm lewat WA
atau email yang dicantumican, sedanghkan
‘apabila berkas permohonan sudah
lengkap, akan dapat mencetak bukt
|pengiriman sendin

YA

TIDAK

Berkas permohonan diterima dard UPT
pelayanan PBB-P2 dan BPHTE untuk

SEDIAN

§ %

|Sedian

untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai
|dengan ketentuan

0,25

Berkas
Lembar Disposisi

|Kepala Bidang Pengelolaan PAD

|mengarahkan ke Sub Bidang Penagihan,
Dan Band

draft 5K K

untuk b

PROSES
DRAFT SK

Sub Bidang Penagihan, Pengurangan,
Keberatan dan Banding membuat draft SK
Kompensasi dan diparaf oleh Kepala
Bidang Pengelolaan PAD dit
tanda tangan Kepala Badan

uniuk

DRAFT $X
KOMPENSASI

DIPFERISA DAN
DIPARAF

025

Ballpoint

025

Dvaft Salinan 5K




KEpala Badan memerniksa dan I
8 menandatangani 5K Kompensasi dan Ballp 025 TTD 54
didistribusikan ke Bidang Pengelol, TTOSK Kertas | XOMPENSASI
PAD. KOMPENSASI
|Kepata Bdang Pengeiciaan PAD
kan ke Sub Bidang Penagihan, " i Draft Salinan Sk
9 |Pengurangan, Keb dan Banding SK DRAT SALINAN p:::" 1 Kompensasi
untuk membuat draft Salinan SK KOMPENSASL 5K
J KOMPENSASI Kertay
1 |Sub Bidang Penagihan can PX8 membuat NO“D';:* Ballpoint A Nota Dinas
nota dinas ke PAD Kertas
Bidang Pengembangan SALINAN
Komputer
Printer
Bidang Pengembangan PAD buatk, PROSES Kertas
11 sxPOLE SKPOLB Data 1 SKPDLB
|Bidang Pengembangan PAD SKPOLE
12 yarr palkan SKFOLE ke Sub Bedang ' 05 SKPOLB
Penagihan dan PK3 A
Subbid Penagiban can PXBE menyerahkan - SKPDLB &
13 [kepada UPT pelay PB8-P2 dan BPHTS SKPOLB, 1 KWITANS!
untuk dimintakan TTD kepada wajib pajsk KWITANSI, DAN
5K
SKPOLB,
{Menyerahkan SPJ Kompensasi berupa KWITANSI, DAN
SKPDLA, Kwitansi yang telah 5K | Ballpoint
14 |dmandatangani Wajib Pajak dan SK Kepala 1 5P)
Badan g komp kepada Sub i
|Bagian Umum dan Keuangan




Imhﬂdﬂt}mummw
indahbukukan dari rakenin

.

[BAPENOA ke Kas dserah untuk
kompensasi SPPT o tahun berikutnya

SPPT TAHUN

BERIKUTNYA

9,75 JAM




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Pengurangan atas Denda Administrasi

NO

UNSUR

1.

' Dasar Hukum

STANDAR PELAYANAN |

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

' 4, Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang |

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan\

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten\

Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

2

 Persyaratan

Pelayanan

Jenis pelayanan ini hanya dapat diajukan secara perorangan
dengan menggunakan formulir DPD.PBB.11 disertai
kelengkapan:

- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada

orang/pihak lain

-FC KTP, KK atau identitas lainnya

- FC SPPT/SKPD/SPT tahun pajak yang bersangkutan

-FC STTS tahun terakhir

- Bukti/Surat Keterangan yang mendukung alas an
pengajuan permohonan.

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian Petugas
Pelayanan menerima permohonan kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. |

2. Sekretaris Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan proses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke Sub |



Bidang Penagihan dan PKB untuk melakukan penelitian
sederhana kantor atau Lapangan.

4. Sub Bidang Penagihan dan PKB membuat berita acara
hasil penelitian sederhana kantor atau lapangan (jika
periu) dan draft SK.

5. Kepala Bidang Pengelolaan PAD dan paraf berita acara
hasil penelitian sederhana kantor atau lapangan dan SK
kemudian diteruskan ke Sub Bidang Penagihan dan PKB
untuk diteruskan ke Sekretaris.

6. Sedian divalidasi/diparaf  Sekretaris, selanjutnya
diteruskan ke Kepala Badan.

7. SK diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Badan, dan
diteruskan ke Bidang Pengelolaan PAD

8. Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke Sub
Bidang Penagihan dan PKB.

9. Sub Bidang Penagihan dan PKB menyampaikan SK ke
Wajib Pajak

' Waktu Pelayanan

Han senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Har Jumat .

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka  Waktu

1. 25 Jam untuk Penelitian Lapangan

' Pelayanan 2. 2 Jam untuk Penelitian Sederhana Kantor
I_
Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
- Produk SK Pengurangan atas Denda Administrasi
' Pelayanan
' Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
a. Datang langsung

|pengaduan

b. Surat
c. Faximili
d. Email

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak saran

c. Pesawat Telepon/Fax




Q

Komputer

9. Saran dan | 1. Ruang Pelayanan
' prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antnan elektronik
4, Komputer
5 Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Jaringan Wifi
10. Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)
2. Menguasai Standar Operasional Prosedur
3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan komputer
9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu
saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
| rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan
12 Jumlah - 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office
3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang
13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai

Pelayanan

dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.




14,

' Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan |
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor

Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah
sehingga dijamin keasliannya

Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

pelayanan

Tulungagung, % Agustus 2021
KEPALA B@tp_éN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATENAULUNGAGUNG

NIP.{119650810 199403 2 009



PERMOHONAN PENGURANGAN ATAS DENDA ADMINISTRATIF

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUB BIDANG WAKTU KERJA
WAIJIB PAJAK & SEKRETARIS BADAN PAD PENAGIHAN DAN PKB KEPALA BADAN KELENGKAPAN (AM) OUTPUT

Waijib Pajak mengajukan permohonan melalu ( Mulai }_
Aplikasi Sistem Layanan PBB-P2 (SILANJAK)

1. Surat Kuasa dari

1\‘* WP apabila

Petugas Pelayanan menerima permohonan dikuasakan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya, PROSES 2. FCKTP dan KK
apabila berkas permohonan belum lengkap, maka 3. FC SPPT/ SKPD/ 805
wajib pajak akan menerima pemberitahuan dari SPT Tahun Pajak 05 LAPD
petugas lewat WA atau email yang dicantumkan, 4. FC STTS Tahun
sedangkan apabila berkas permohonan sudah | TIDAK Terakhir
lengkap, akan dapat mencetak bukti pengiriman 5.Bukti/Suket
sendiri pendukung alasan

pengajuan

permohonan
Berkas permohonan diterima dari UPTB ' e
Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB untuk disediakan ke | ::I':pt::n 025 Sedian
Sekretaris Badan |

| kertas
|
Sekretaris Badan memberikan disposisi kepada Berkas dan
Kepala Bidang Pengelolaan PAD untuk dilakukan ‘ DISPOSISI Lembar Disposisi 0,25 Lembar
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Disposisi
PROSES
PENELITIAN

Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke KANTOR DAN Ballpoin
Sub Bidang Penagihan dan PKB untuk melakukan LAPANGAN Kertes 05 Berkas
penelitian sederhana kantor




PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUB BIDANG WAKTU KERJA
WAJIB PAJAK SEKRETARIS BADAN KEPALA BADAN KELENGKAPAN OUTPUT
& BPHTB PAD PENAGIHAN DAN PKB {JAM)
Sub Bidang Penagihan dan PKB membuat berita PROSES BA mﬂ"m"""“' 1 (sederhana SApe 'Er::'"
acara hasil penelitian sederhana kantor atau PEK ,Nmﬂolwm :;Ir:poin kaintae) ian 8 kantor dan
lapangan (jika periu) dan draft 5K kartas (dilapangan) draft SK
PERIKSA DAN
iti
Kepala Bidang Pengelolaan PAD dan paraf berita PARAF BA BA HASIL BA parisiitiie
y ; sederhana
acara hasil penelitian sederhana kantor atau HASIL PENELITIAN Ballooin kantor dan
lapangan dan SK kemudian diteruskan ke Sub PENELITIAN KANTOR ATAU X n““‘ 05 Pl
Bidang Penagihan dan PKB untuk diteruskan ke KANTOR ATAU LAPANGAN DAN o
Sekretaris LAPANGAN SK paigrangan
DAN SK denda
BA penelitian
Komputer sederhana
Sedian divalidasi/diparaf Sekretaris, selanjutnya I printer kantor dan
) 0.5
diteruskan ke Kepala Badan ballpoin draft SK
kertas pengurangan
denda
-
TANDA
TANGAN 5K
. . . TTD SK
SK diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Ballpoin 1 P
Badan, dan diteruskan ke Bidang Pengelolaan PAD kertas Dz:?;;fangan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB P2 KABID PENGELOLAAN SUB BIDANG WAKTU KERJA
WAJIB PAJAK K AN QUTPUT
AJA & BPHTE SEKRETARIS BADAN PAD PENAGIHAN DAN PKB EPALA BADAN KELENGKAP. (JAM)

Kepala Bidang Pengelolaan PAD mengarahkan ke gallooin
10 |Sub Bidang Penagihan dan PKB untuk k n:“ 05 SK Pengurangan

disampaikan ke UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB o K "

e

UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menyampaikan MENYAMPAIK Ballpoin
1 SELESAI 1- — —_ - — ! SKP

SK ke Wajib Pajak AN SK kertas 95 EARENER

JUMLAH : 25,5 Jam untuk penelitian lapangan

: 2,5 jam untuk sederhana kantor




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098

Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2

NO

UNSUR

STANDAR PELAYANAN

[ 1.

|

|

Dasar Hukum

1.

2.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.12

Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;
Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Identitas lainnya
dari Wajib Pajak;

- Asli SPPT/SKP/SPT  tahun pajak  yang
bersangkutan;

- Foto copy STTS tahun terakhir;

- Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah
mengenai keterlambatan penyampaian SPPT atau
surat keterangan dari Rumah sakit / dokter dalam
menderita sakit yang harus menjalani rawat inap
(opname) yang lama.

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya

Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Pengembangan PAD untuk dilakukan proses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan.

Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan ke
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk




membuat telaah staf terhadap permohonan dan
diperiksa Kepala Bidang Pengembangan PAD.

5. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menyediakan

telaah staf terhadap permohonan ke Subag Umum dan
Keuangan untuk diverifikasi Sekretaris Badan.

6. Subag Umum dan Keuangan menyediakan berkas

telaah staf terhadap permohonan ke Kepala Badan untuk
diterima atau ditolak dan melalui Subag Umum dan
Keuangan untuk didistribusikan ke Bidang
Pengembangan PAD.

7. Bidang Pengembangan PAD menerima berkas telaah

staf dari Subag Umum dan Keuangan untuk diterusakan
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
dibuatkan draft SK penentuan jatuh tempo pembayaran.

8. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan & Informasi

Teknologi mengoreksi draft SK penentuan jatuh tempo
bila benar diteruskan Kepala Bidang Pengembangan
PAD bila kurang sesuai dikembalikan ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan.

9. Kepala Bidang Pengembangan PAD melalui Sub Bidang

Pengembangan Kebijakan & Informasi Teknologi
menyediakan SK penentuan jatuh tempo pembayaran
Ke Sekretaris Badan melalui Subbag Umum dan
Keuangan.

10. Sekretaris Badan memverifikasi SK penentuan jatuh
tempo pembayaran dan siap untuk diajukan ke Kepala
Badan melalui Subag Umum dan Keuangan.

11. Subag Umum dan Keuangan menyediakan SK
penentuan jatuh tempo untuk ditandatangani Kepala
Badan dan selanjutnya Subag Umum dan Keuangan
mengarahkan ke Bidang Pengembangan PAD.

12. Kepala Bidang Pengembangan PAD menerima SK
penentuan jatuh tempo pembayaran dan mengarahkan
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan.

13. UPT PBB P2 dan BPHTB menyampaikan SK penentuan
jatuh tempo pembayaran ke Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka  Waktu

4 Jam 45 Menit

Pelayanan

Biaya Tarif Tidak dipungut biaya

Produk SK Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran

Pelayanan

Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung

b. Surat




membuat telaah staf terhadap permohonan dan
diperiksa Kepala Bidang Pengembangan PAD.

5. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menyediakan
telaah staf terhadap permohonan ke Subag Umum dan
Keuangan untuk diverifikasi Sekretaris Badan.

6. Subag Umum dan Keuangan menyediakan berkas
telaah staf terhadap permohonan ke Kepala Badan untuk
diterima atau ditolak dan melalui Subag Umum dan
Keuangan untuk didistribusikan ke Bidang
Pengembangan PAD.

7. Bidang Pengembangan PAD menerima berkas telaah
staf dari Subag Umum dan Keuangan untuk diterusakan
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
dibuatkan draft SK penentuan jatuh tempo pembayaran.

8. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan & Informasi
Teknologi mengoreksi draft SK penentuan jatuh tempo
bila benar diteruskan Kepala Bidang Pengembangan
PAD bila kurang sesuai dikembalikan ke Sub Bidang
Penetapan dan Pemeriksaan.

9. Kepala Bidang Pengembangan PAD melalui Sub Bidang
Pengembangan Kebijakan & Informasi Teknologi
menyediakan SK penentuan jatuh tempo pembayaran
Ke Sekretaris Badan melalui Subbag Umum dan
Keuangan.

10. Sekretaris Badan memverifikasi SK penentuan jatuh
tempo pembayaran dan siap untuk diajukan ke Kepala
Badan melalui Subag Umum dan Keuangan.

11. Subag Umum dan Keuangan menyediakan SK
penentuan jatuh tempo untuk ditandatangani Kepala
Badan dan selanjutnya Subag Umum dan Keuangan
mengarahkan ke Bidang Pengembangan PAD.

12. Kepala Bidang Pengembangan PAD menerima SK
penentuan jatuh tempo pembayaran dan mengarahkan
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan.

13. UPT PBB P2 dan BPHTB menyampaikan SK penentuan
jatuh tempo pembayaran ke Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka Waktu

4 Jam 45 Menit

Pelayanan

Biaya Tarif Tidak dipungut biaya

Produk SK Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran

Pelayanan

Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung

b. Surat




C.
d.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :

Faximili
Email

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak saran

c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer

9. Saran dan | 1. Ruang Pelayanan

prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Jaringan Wifi
10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik

4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

7. Memiliki kemampuan kerjasama tim

8. Mampu mengoperasikan komputer

9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu

saat dianggap penting

2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office

3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang

13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai

Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya
3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat |




diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada

Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, S Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

—




PERMOHONAN PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO FEMEAYARAN PBB-PI

dan hasdl

telsah sl

PELAKSANA MUTL BAKLI
LB MIDANG FENGE MBANGAN
URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAM PRE F2 & SUBAG LIMAM & RARID SUD BIDANG PENETAPAN RETERANGAN
WANE PAJAK BPHTE e SEXRETAR BADAN PENGE PAD & PEMER A mtmmm EEPALA BADAM WELE WAKT [ant) T
@ Surat Permohonan
Fotocogy STTS tahun
terakhi
Wajits Pajak mengajukan permononan melakil Tidak Surat Keterangan dari
LT Pelayanan PEA P2 dan BPHTE & Badan Lengiap Kepals Desa / Lurah
Pendapatan Daerah. UPT Pelryanan PBE-PT dan reengendl
neneliti W lerterlambaten
apabila berkas permohonan belum lenghap, pemyampalan SPFT 02s Becka
maka wapib pajak skan menerima -
pembentahuan ewat WAE -mail yang ALl SPPT/SKP/SFT
dicartumican, apatils beekas permohonan wudah tahun pagak yang
Jongkiap skan dapst k uskt! pangrs bersangiutan
wendirl. Lenglap
Fotocopy identitas
pemohon
(Surat kuass apabily
dixuasakan
Berkai permohonan diterirna darl LIFT Pelayanan
PBE-F2 dan BPHTE unituk divediakan ke I Berkas 0.25
Badan, untub d wepada II I Ballpoint '
Kepala Badan
Selretarn Badon memberikan disposn Kepada
|Kepals Bdang Pengembangan PAD antuk Berkas dan Lembar
3 dtakukan proses lebit lanjut vesussl dengan | oseogs " Ly Dicparainl Ay Disposty
hetertuan
Kepala Bidang Pengembiangan PAD mengarahhan =
ke Sob Bidang Penetapan dan Pemeriksaon HASIL i TELAAH 5TAF
unitul membuat tekah 1al terhadap TELAAH STAF Baipoin 1 Totaan staf




Sub Bddang Penetspan dan Pemerikuam - 8
o [setantrga menyediakan hasd velash eaf <o = m""' 0s Tatash Stat
Sekretaris Badan Melalul Subag Umum dan AL (TR
- TELAAH STAF
Subag Umum dan Keuangan menyeduaban r : r
bevkan be Sekretars Badan dan diverifikn: oleh SEINAAN VERKAS Rallpain as
& |Sehretaris Badan selanjutnya dikembaiicen ke - (e -
Subag Umum dan Keuasngan untuk dagaiean ke
Kepals Badan.
A
Kepals Badan memetias dan mengasabkan ke [Draft jrwabian
5 [Bedang yang membidang dengan pihan BERXAS PERMIMBANGAN |t 1 Penentuan latuh
erenerima atau menolak permohonan, PERMOHOMAN KEPALA BADAN balico Tempo SPOP
didistribuskan Subag Urmum dan Keuangan. ertas
a ¢ e Draft wrat jewatian
Budang Progembangan PAD selanputivys BERNAS (il 0z Penentuan Jatn
8 |diarshican ke Sub Ridang Penetapen dan PERAMOHONA ket Tempo SPOP
e wbuat drafy 5K Jatuh ™
tempo pembayaran.
Suls Bidang Pengembangan Kebijskan &
Informay Teknologl mengoreks deaft 5K Jmm surat jawasban
5 jatuh termpo bila b diteerkan L" u” Qs Peneatusn latub
Nepata Bidang Peagembangan PAD sia kurang = Tempa S0P
wesuai di ihan ke Sub Bidang
dan Perreriesaan.
Kepals Ridang Pengembangsn PAD melshs Sub S PENENTUAN
Bidang Jakin & Inf #| JATUH TEMPO Balipoin Tanda Tangan suret
= o PEMBAYANAN on Jawabian Penentuan
10 | Teknolug menyediakan SK penentuan jatub errad satuh T PP
tempo pembayarsn Ke Sekretarn Radan melalal
Subtiag Umum dan Keuangan
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o
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PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098
Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 900/ 705 /205/2021

Jenis Pelayanan : Penundaan Tanggal Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian
SPOP

NO UNSUR STANDAR PELAYANAN

1k Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah

3. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021
tentang Penentuan Kiasifikasi dan Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

2. Persyaratan Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima
Pelayanan SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.13
Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain
- Foto Copy KTP
- Kartu Keluarga
- Identitas lainnya dari Wajib Pajak

3. Sistem 1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Mekanisme dan Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
Prosedur meneliti kelengkapan persyaratannya

2. Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-
P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala BadanBerkas
disediakan SK ke Kepala Badan, diperiksa dan
ditandatangani oleh Kepala Badan

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Pengembangan PAD untuk dilakukan proses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan.Bidang Pengembangan PAD
menyampaikan berkas ke UPT Pelayanan PBB-P2 dan
BPHTB

4. Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan ke
Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
membuat telaah staf terhadap permohonan dan




diperiksa Kepala Bidang Pengembangan PAD.

5. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan menyediakan
telaah staf terhadap permohonan ke Subag Umum dan
Keuangan untuk diverifikasi Sekretaris Badan.

6. Subag Umum dan Keuangan menyediakan berkas
telaah staf terhadap permohonan ke Kepala Badan untuk
diterima atau ditolak dan melalui Subag Umum dan
Keuangan untuk didistribusikan ke Bidang
Pengembangan PAD.

7. Bidang Pengembangan PAD menerima berkas telaah
staf dari Subag Umum dan Keuangan untuk diterusakan
ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
dibuatkan draft surat jawaban penentuan jatuh tempo
SPOP.

8. Kepala Bidang Pengembangan PAD memverifikasi
konsep surat jawaban penentuan jatuh tempo dan
mengembalikan kembali ke Sub Bidang Penetapan dan
Pemeriksaan untuk disediakan ke Sekretaris Badan
melalui Subag Umum dan Keuangan.

9. Subag Umum dan Keuangan menyediakan surat
jawaban jatuh tempo penentuan SPOP ke Sekretaris
Badan melalui Subag Umum dan Keuangan.

10. Subag Umum dan Keuangan menyediakan surat
jawaban jatuh tempo penentuan SPOP Kepala Badan
untuk ditandatangani selanjutnya Subag Umum dan
Keuangan menyampaikan ke Bidang Pengembangan
PAD.

11. Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan ke

Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan diteruskan ke
UPT PBB P2 dan BPHTB untuk disampaikan ke Wajib
Pajak.

12. UPT PBB P2 dan BPHTB menyampaikan surat jawaban
jatuh tempo penentuan SPOP ke Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka  Waktu

4 Jam 45 Menit

Pelayanan

Biaya Tarif Tidak dipungut biaya

Produk Surat Jawaban Penentuan Jatuh Tempo SPOP

Pelayanan

Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung |

b. Surat
c. Faximili
d. Email




Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan

masukan :

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak saran

c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer

9. Saran dan | 1. Ruang Pelayanan

prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Jaringan Wifi
10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik

4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

7. Memiliki kemampuan kerjasama tim

8. Mampu mengoperasikan komputer

9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu

saat dianggap penting

2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office

3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang

13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai

Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya
3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat

diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada




Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14.

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali |
dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, % Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
LUNGAGUNG

B
P 119650810 199403 2 009




PERMOHONAN PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PENGEMBALIAN SPOP

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN UPT PELAYANAN PRB 72 & SUB BIDANG PENDATAAN & | SU3 BIDANG PENETAPAN & KELENGKAP | WAKTU KERUA KETERAMNGA
WALIB PAJAX BEHTH SUBAG UMUM & KEUANGAN SEKRETARIS BADAN KABID PENGEMBAMGAN PAD PENETAPAN PEMEAIKSAAN KEPALA BADAN AN (IAM) OUTPUT

Wajib Pajak mengajukan permohonan matalu T 1

1 |UPTE Pelayanan PBS P2 dan BPHTE di Badan
Pendapatan Daerah.

- —ee e |I e — S— SELIAN
BERAKAS |

Barkas p h di dari UPT Pelay Ballpoin

2 |PB8-P2 dan BPHTE untuk disediakan ke Sekrataris Koites 05 | Sedian
Badan, untuk diteruskan kepada Kepala Badan
Kepala Badan memberikan disposisi kepada DISPOSIS] o

3 |Kepala Penge gan PAD untuk dilakuk L 0.25 ’
proses lebih lanjut sesual dengan ketentuan. Duposisl Disposish

pala Bidang Pengemb PAD mengarahk P -
ERIGA PROSES

A ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk TELAAH STAF TELAAH STAF Ballpoin 1 Duposnis
{membuat telsah staf terhadap permaohanan dan Kertas Talaah Staf
diperiksa Kepala Bidang Pengembangan PAD.
Sub Bidang Penetapan dan Pemenksaan F Ballpoin

g kan telaah staf terhad SEDIAAN +| SEDIAAN komputer 0s Cokaatr Siad
ke Subag Umum dan Keuangan untuk diverifilas TELAAH STAF TELRAH STAF |printer 2 ~
Sekretaris Badan. kertas




Subag Umum dan Keuangan manyediskan berkas
telaah staf tarhadap permohonan ke Kepala

41

6 |Badan untuk diterima stau ditolak dan melalui [ ) Ealiptin
0.5 Talaah Staf
Subag Umum dan gan untuk didistribusik hertas
ke Bidang Pengembangan PAD, I
DRAFT SURAT
Bidang Pengembangan PAD berkas e - BERKAS JAWABAN JATUH
telaah staf dan Subag Umum dan Keuangan untuk B TEMPO Komputer
7 |diterusakan ke Sub Bidang Penetapan dan CENENTUAN printer 1 Totoah: Stal
A . urituk dibusthan draft surst jewaban SPOP ballpoin Draft jawaban atuh
panentuan jatub tempo SPOR, hertas tempe penantuan SPOP
Kepala Bidang Pengembangari PAD memverifikasi m}"’f‘:ﬁm SURAT JAWABAN
b 1 surst jowab tuh? JATUH TEMPO JATUH TEMPO
8 gm mengembalikan kembali ke stﬁldm. PEMENTUAN xiﬂmm Balipain 0.25 Draft surat jawaban PJT
pan dan untuk ke sP0P kertay : 5POP
Sok BEadan melalui Subag Umum dan
Keuangan.
[ I
Subag Umum dan Keuangan menyediaksn wurat
Jawabian jatuh tampo penentuan SPOP ke SEDIAN SURAT SEDIAN SURAT
9 Ballpoin DOratt surat jewsban PIT
Sekretaris Badan melalul Subag Umum dan awazan atum || [T awasan mrus 1 kertas 0 lspop
Keuangan. TEMPC TEMPO
PENENTUAN PENENTUAN
SPOP SPoP
= = o
Subag Umum dan Keuangan menyediakan surat
|Jawaban jatuh tempo penentuan SPOP Kepala HASILTTD KABAN
10 |Badan untuk ditandatangant selanjutoys Subag SURAT JAWABAN = o === Ballpain s TTD surat jawaban PiT
JATUH TEMPO — kertas h 5pOR

Umum dan Keuangan menyampaikan ke fidang

| Pengembangan PAD.

PENENTUAN




Kapala Bidang P k PAD garahb SURAT JAWABAN
1 ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan JATUH TEMPO Ballpoin
diteruskan ke UPT PBB P2 dan BPHTB untuk PENENTUAN kertas 0.25 Jawaban PIT SPOP
disampaikan ke Waiib Pajak. 5POP
SURAT JAWABAN —
UPT PBB P2 dan BPHTB menyampaikan surat IATUH TEMPO i pa
12 |jawaban jatuh tempo penentuan SPOP ke Wajib PENENTUAN = ——— k:::‘" o 025 Jawaban PIT SPOP
P spop |
‘ajak printer
JUMLAH WAKTU KERJA |4 jam 45 menit

Catatan penting : Wakiu Kerja hanyalah

satu berkas p

saja. Dalam keadaan tertentu waktu pengerjaan bisa malebihi seharl/ seminggu/sebulan

jumilah jam kerja dalam seharl,

{maksimal 3 bulan), dart jenis p

berkas p

L kasus, I riksaan iaan pejabat yang dan




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098
Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 900/ Jo5 /205/2021

Jenis Pelayanan : Permohonan Pemberian Informasi PBB Yang Berhubungan
Dengan Urusan Wajib Pajak
' NO UNSUR STANDAR PELAYANAN ]
% Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

2. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pajak Daerah i

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 |

tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah

| Kabupaten Tulungagung

4. Perbup Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Tulungagung

5. Perbup Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Bapenda Tulungagung

6. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/02/205/2021 |
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai JuaI"
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung !

2 Persyaratan Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak yang menerima |

Pelayanan SPOP atau kuasanya dengan formulir DPD.PBB.14 ‘

a. Untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar :

- Surat Kuasa dari WP dalam hal dikuasakan kepada
orang/pihak lain;

- Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Identitas lainnya
dari Wajib Pajak;

- Foto Copy SPPT tahun terakhir;
Foto Copy STTS tahun terakhir.

b. Untuk Objek Pajak yang belum terdaftar :

- Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, atau identitas

! lainnya dari pemohon;

- SPOP dan lampiran SPOP yang diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani,

- Foto Copy surat tanah dan atau bangunan / surat
keterangan dari Kepala Daerah atau Lurah
mengenai  pemilikan/penguasaan atas tanah
dan/atau bangunan.

w

3. Sistem 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan, kemudian
Mekanisme dan Petugas Pelayanan menerima permohonan kemudian
Prosedur meneliti kelengkapan persyaratannya

2. Berkas permohonan diterima dari UPT Pelayanan PBB-

P2 dan BPHTB untuk disediakan ke Sekretaris Badan, |
' untuk diteruskan kepada Kepala BadanBerkas
disediakan SK ke Kepala Badan, diperiksa dan
ditandatangani oleh Kepala Badan




3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala
Pengembangan PAD untuk dilakukan proses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan.

4. Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan
kepada Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan untuk
mencetak surat keterangan NJOP dan memeriksa,
selanjutnya dikembalikan ke Sub Bidang Penetapan dan
Pemeriksaan untuk disediakan ke Sekretaris Badan
melalui Subbag Umum dan Keuangan.

5. Subbag Umum dan Keuangan menyediakan SKNJOP ke
Sekretaris Badan untuk ditandatangani selanjutnya
melalui Subbag Umum dan Keuangan mendistribusikan
ke Bidang Pengembangan PAD.

6. Subbag Umum dan Keuangan mendistribusikan
SKNJOP ke Bidang Pengembangan PAD.

7. Kepala Bidang Pengembangan PAD mengarahkan ke
Subbid Penetapan dan Pemeriksaan diteruskan ke UPT
Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.

8. UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima SKNJOP
dan selanjutnya disampaikan ke Wajib Pajak.

Waktu Pelayanan

Hari senin — Kamis :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 12.00 WIB

Jam 12.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 15.00 WIB

Hari Jumat :

Jam 07.30 WIB s/d Jam 11.00 WIB

Jam 11.00 WIB s/d Jam 13.00 WIB (istirahat)
Jam 13.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB

Jangka  Wakiu

3 Jam 30 Menit

Pelayanan
Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
Produk Surat Jawaban Penentuan Jatuh Tempo SPOP
Pelayanan
Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
pengaduan a. Datang langsung
b. Surat
c. Faximili
d. Emalil
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan
masukan :
a. Ruang Pengaduan
b. Kotak saran
c. Pesawat Telepon/Fax
d. Komputer B
Saran dan | 1. Ruang Pelayanan
prasarana 2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Komputer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola

10. Jaringan Wifi




10. | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam. Sopan
Pelaksana dan Santun)

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan perundang-undangan terkait
dengan standar pelayanan minimum dan informasi publik

4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik

5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara
baik

6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

7. Memiliki kemampuan kerjasama tim

8. Mampu mengoperasikan komputer

9. Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya

11. | Pengawasan 1. Kepala Badan melakukan evaluasi secara periodik melaui
Internal rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu

saat dianggap penting

2. Dilakukan langsung oleh Kepala Badan melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang
kerja Kepala Badan

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan/atau
rapat SKPD serta melaporkan kepada Kepala Badan

12 | Jumlah 1. Petugas Front Office
Pelaksana 2. Pegawai Back Office

3. Kepala Sub Bidang
4. Kepala Bidang

13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai

Pelayanan dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

14. | Jaminan 1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan
Keamanan dan memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
keselamatan sebagai arsip kantor
pelayanan 2. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap basah

sehingga dijamin keasliannya

3. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk pelayanan
yang dikenakan retribusi, pemohon membayar sesuai
dengan jumlah yang tertera dan dibayarkan kepada
Bendahara penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 kali
Pelaksana dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Tulungagung, 5 Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG
SR Kg

~ [ BADAN PENDAPAT,
DAERAH

-

NAWATI, S.E.. M.M
bina Utarha Muda
NIP/ 19650810 199403 2 009
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Subbag Umum dan Keuangan menyediakan

o ) Ballpain
SKNJOP ke Sekretaris Badan untuk SEDIAAN SK SEDIAAN Lt
ditandatangan! selanjutnya melalui Subbag SKNJOP SKNJOP rint:': 1 Berkas
Umum dan Keuangan mendistribusikan ke Lms
Bidang Pengembangan PAD.
SKINOP
Subbag Umum dan Keuangan mendistribusikan s 0.25 Berkas
SKNJOP ke Bidang Pengembangan PAD. kertas x
i SKINOP K
Kepala B’.dla"‘i Pensen?binsan PAD SmpRtR Draft jawaban jatuh
meng ) ke Subbid Penetapan dan princey 025 tempo penentuan
Pemeriksaan diteruskan ke UPT Pelayanan PBB | ballpoin : Pa pen
] SPOP
P2 dan BPHTB. kertas
UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima SKINOP 5 ;
( } = Ballpoin Draft surat jawaban
SELESA! —
SKNJOP dan selanjutnya disampaikan ke Wajib Tt 0.25 PIT SPOP
Pajak.
JUMLAH WAKTU KERIA |3 Jam 30 Menit

Catatan penting : Waktu Kerja hanyalah estimasi kotor untuk pemrosesan satu berkas permohonan saja. Dalam keadaan tertentu waktu pengerjaan bisa meleblhi
sehari/seminggu/sebulan (maksimal 3 bulan), tergantung dar! jenis permohonan, banyaknya kapasitas berkas permohonan, kompleksitas kasus, metode pemeriksaan,
ketersediaan pejabat yang menangani, dan jumlah jam kerja dalam sehari,




PERMOHONAN PEMBERIAN INFORMASI PBB YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN WP

PELAKSANA MUTU BAKU
SUB BIDANG
No. URAIAN PROSEDUR UPT PELAYANAN PBB SUBAG UMUM & KABID KETERANGAN
WAJIB PAJAK 2 & BPHTB KEUANGAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN PAD PENETAPAN & KEPALA BADAN KELENGKAPAN | WAKTU KERJA (JAM) ouTPUT
PEMERIKSAAN
Wajib Pajak mengajukan permohonan melalul .m
1 |UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB di Badan
Pendapatan Daerah,
Berkas permahonan diterima dari UPT l
pelayanan PBB-P2 dan BPHTB untuk disediakan SEDIAN | || _ | SEDIAN Ballpoin
R " I 0.5 Sed|
2 |ke Sekretaris Badan, untuk diteruskan kepada SEDIAN SERYIS l BERKAS Kertas "
Kepaia Badan BERKAS
Kepala Badan berlkan disposis’ kepad;
Yacal B DISPOSISI
3; [Sepeia Sicking Pasyegen EAD dMt SEDIAN Lembar Disposisi 025 SEEIRN dun. Casiber
dilakukan proses leblh lanjut sesuai dengan BERKAS Disposisi
ketentuan
Kepala Bidang Pengembangan PAD v
garahkan kepada Sub Bidang Penetapan dan -
Pemeriksaan untuk mencetak surat keterangan PROSES PROSES i
i ; i SKNJOP SKNIOP Balipgin
4 |NJOP dan memeriksa, selanjutnya dikembalikan ) 1 Berkas

ke Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan
untuk disediakan ke Sel is Badan melalui
Subbag Umum dan Keuangan.




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon/Fax. (0355) 320098
Email : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENYELESAIAN / PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

Prosedur penanganan pengaduan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulungagung sesuai dengan Surat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan pengaduan melalui CS UPT Pelayanan PBB P2 dan
BPHTB / kotak saran di Badan Pendapatan Daerah.

2. Pengaduan diterima CS di UPT pelayanan PBB-P2 dan BPHTB untuk
dilakukan Konseling permasalahan kemudian disediakan ke Sekretaris Badan,
untuk diteruskan kepada Kepala Badan

3. Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengembangan
PAD/Pengolahan PAD untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan.

4. Kepala Bidang Pengembangan PAD/Bidang Pengolahan PAD mengarahkan
kepada Sub Bidang masing masing untuk penyelesaian pengaduan sesuai
Permasalahan

5. Subbag Umum dan Keuangan menyediakan Telaah staf penyelesaian
Pengaduan ke Sekretaris Badan untuk selanjutnya melalui Subbag Umum dan
Keuangan mendistribusikan ke UPT .

6. UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menerima Berkas penyelesaian dan
selanjutnya disampaikan ke Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian penanganan pengaduan adalah 3 Jam 30 Menit. Waktu
Kerja tersebut hanyalah estimasi kotor untuk pemrosesan satu berkas permohonan
saja. Dalam keadaan tertentu waktu pengerjaan bisa melebihi
sehari/seminggu/sebulan (maksimal 3 bulan), tergantung dari jenis permohonan,
banyaknya kapasitas berkas permohonan, kompleksitas kasus, metode pemeriksaan,
ketersediaan pejabat yang menangani, dan jumlah jam kerja dalam sehari.



PENYELESAIAN PENGADUAN WAIJIB PAJAK

PELAKSANA MUTU BAKU
KABID PENGEMBANGAN 1B
No. URAIAN PROSEDUR PT PELAYA P SUBAG UMUM & PENGEMBANGAN RA/
WAJIB PAJAK 9 ”l: m‘: o KEUANGAN SEKRETARIS BADAN PAD/KABID PAD/PENGELD KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU KERJA (JAM) ouTPUT FHIERANC
PENGELDLAAN PAD
PAD

Wajib Pajak mengapkan pengaduan melalul C5 @—
1 |UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB / kotak saran

di Badan Pendapatan Daerah.

| Pengaduan diterima CS di UPT pelayanan PBB-P2 h

dan BPHTB untuk dilakukan Konseling SEDIAN L o | SEDIAN Ballpain

e — — | . I

2 | permasafahan kemudian disediakan ke Sekretaris KONSELING Il SENAS BERKAS Kertas s St

Badan, untuk diteruskan kepada Kepala Badan PENGADUAN

e —— — |

Kepala Badan berikan disposis' kepada — =

Kepala Bidang Pengembangan PAD/Pengolahan I A Berkas dan Lembar
: PAD untuk dilakukan proses leblh lanjut sesual | fembart . g Disposisi

dengan ketentuan,

|
L4

Kepala Bldang Pengembangan PAD/Bidang Poces Ballpoin
a Pengolahan PAD mangarahkan kepada Sub PENYELESAIAN I:olmputer 1 Berkas

Bidang Ing ing untuk peny tan printer

pengaduan sesual Permasalahan kertas

PENGADUA




| Subbag Umum dan Keuangan menyediakan - x astisoin
Telaah staf penyelesalan Pengaduan ke SEDIAAN s
| Sekretaris Badan untuk selanjutnya melalui PENEYELESAIAN nﬂ""_’m"p:r 1 | Berkas
Subbag Umum dan Keuangan mendistribusikan :E-LG:BB&N____ s
ke UPT ,
|
UPT Pelayanan PBE P2 dan BPHTB .
mnarif::Berkll penyelesalan dan selanjutnya MEHAMO AN Balipoin 025 Draft surat jawaban
; PENYELESAIAN KE kertas PIT SPOP
disampalkan ke Wajib Pajak, WP
JUMLAH WAKTU KERIA |3 Jam 30 Menit

Catatan penting | Waktu Kerja hanyalah estimasi kotor untuk pemrosesan satu berkas permohonan saja. Dalam keadaan tertentu waktu pengerjaan bisa meleblhl

seharl/seminggu/sebulan (maksimal 3 bulan), tergantung dar’ jenis per

ketersedlaan pejabat yang menangani, dan jumlah jam kerja dalam seharl

1, banyaknya kapasitas berkas permohanan, b
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